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Yoas Kristianus Silaban
ABSTRAK
	Yoas Kristianus Silaban, 2025. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda. Dibimbing oleh Bapak Agus Iwan Kesuma. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sember data primer. Adapun penentuan sampel, peneliti menggunakan metode simple random sampling dan jumlah sampel sebanyak 101 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner serta alat analisis yang digunakan adalah SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
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	ABSTRACT
	Yoas Kristianus Silaban, 2025. The Effect of Taxation Knowledge, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax (PBB) in Samarinda City. Supervised by Mr Agus Iwan Kesuma. This study aims to examine the effect of taxation knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying land and building tax in Samarinda City. This type of research is quantitative research with primary data sources. As for determining the sample, the researcher used the simple random sampling method and the sample size was 101 respondents obtained through distributing questionnaires and the analysis tool used was SPSS. The results showed that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax in Samarinda City.

Keywords: Taxation Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Land and Building Taxpayer Compliance.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
	Pada pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana cukup besar agar penyelenggaraan pembangunan nasional dan pelaksanaan program-program pemerintahan dapat terlaksana. Pemerintah Indonesia memerlukan penerimaan negara yang dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Negara memperoleh pendapatan dari sejumlah sumber, yaitu dalam negeri dan luar negeri (Henny Indriati, Sri Laksmi Pardanawati, 2019). Sektor pajak adalah salah satu sumber pendapatan domestik negara. (Erawati & Parera, 2017).
	Negara menerima sebagian uangnya dari pajak, yang juga digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu dipahami, bahwa pajak memainkan peran krusial dalam mendorong perekonomian negara, sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak guna mencapai tujuan negara yaitu memperoleh pendapatan yang maksimal (Destria Ayunda Rifana, Indra Lila Kusuma, 2021). Terlaksananya suatu pembangunan, tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang berperan aktif untuk menaati setiap peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peraturan dalam penerimaan negara. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan, memerlukan peran aktif dari masyarakat yang disebut juga sebagai partisipasi (Budhiartama & Jati, 2016). Adapun pajak berdasarkan jenisnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak negara, yang sering dikenal sebagai pajak pusat, dipungut oleh pemerintah pusat dan dapat dipaksakan oleh hukum. Sementara pajak daerah adalah kontribusi yang diberikan oleh individu atau organisasi kepada daerah tanpa menerima manfaat langsung (Prasavanti, 2020).
	Dari penjelasan tersebut, dapat pahami bahwa pajak adalah iuran atau pungutan dari masyarakat (dapat dipaksakan), yang jasa timbal baliknya tidak diterima langsung melainkan berproses, yang dipakai untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula, pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara dan menjadi dasar pembangunan nasional.
	Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Adapun UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tahun 2014 (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar secara mandiri dapat mengelolah pajaknya sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan ini memudahkan negara dalam meninjau setiap kemajuan pembangunan daerah. Sebaliknya, properti dan bangunan tidak diragukan lagi memberikan beberapa keuntungan dan meningkatkan status sosial-ekonomi pemilik dan penggunanya (Budhiartama & Jati, 2016). Apabila penguasaan tersebut tidak diberikan batasan secara hukum, maka pemanfaatannya akan masif terlampau besar dan berpotensi merusak suatu tempat tanpa ada timbal balik bagi suatu daerah tersebut. 
	Keberhasilan meningkatkan penerimaan PBB sangat penting dalam merealisasikan rencana pemerintah, karena pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan pemerintah dalam memaksimalkan pertumbuhan daerah yang menunjang kesejahteraan banyak masyarakat dan apabila mengalami penurunan maka pembangunan akan terhambat (Mufliha & Selvi, 2021). Namun demikian, masih ada saja yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap administrasi dan manajemen perpajakan, sehingga masyarakat sering menunda-nunda pembayaran pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Pajak seyogyanya tidak boleh dipahami sebagai beban yang memberatkan masyarakat. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya manfaat pajak. 
	Menurut Ika Rahma Susilawati (Dosen Universitas Gajah Mada) dengan judul artikel“Tax in the Minds: Representasi Kognitif – Sosial Tentang Pajak” menyampaikan bahwa dalam representasi kognitif-sosial tentang pajak, masyarakat memiliki representasi yang positif, namun representasi yang bercorak negatif menjadi respon yang lebih cepat muncul terkait pajak. Hal ini didasarkan dengan gejolak yang sering terjadi dalam sektor pemerintahan negara, seperti kerumitan membayar pajak, korupsi terhadap pajak negara, serta penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah negara (Susilawati & ugm.ac.id, 2023). Padahal yang perlu dipahami bahwa, pajak bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur, dana alokasi umum, subsidi, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sering saat ini kita terima (BPJS) (Susilawati & ugm.ac.id, 2023).
		Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan sangat besar bagi perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk memaksimalkan penerimaannya, terlepas dari stigma atau gambaran yang kurang baik dari masyarakat terkait pajak. Salah satu kota yang dengan potensi pendapatan pajak bumi dan bangunan yang cukup besar adalah Samarinda. Potensi tersebut tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah Kota Samarinda agar dapat menunjang pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Tabel 1.1 menggambarkan potensi Kota Samarinda :
Tabel 1.1.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Kota Samarinda Tahun 2019-2023
	Tahun
	Kabupaten/Kota
 
	[bookmark: _Hlk180966064]Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri
	Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kontrak/Sewa
	[bookmark: _Hlk180966246]Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Lainnya
	Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

	
	
	(a)
	(b)
	(c)
	(a+b+c)

	2019
	Kota Samarinda
	58,24
	25,30
	16,46
	100,00

	2020
	Kota Samarinda
	60,94
	27,43
	11,63
	100,00

	2021
	Kota Samarinda
	56,92
	27,81
	15,27
	100,00

	2022
	Kota Samarinda
	69,09
	20,19
	10,72
	100,00

	2023
	Kota Samarinda
	67,54
	16,77
	15,69
	100,00



Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id, 2024)
	Tabel 1.1 merupakan data Distribusi Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Samarinda Tahun 2019-2023. Dari data ini, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat gejolak penambahan dan penurunan persentase penguasaan bangunan tempat tinggal. Data yang diambil pada tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa, ada peningkatan sebesar 69,09% untuk penguasaan tempat tinggal milik sendiri tahun 2022. Lalu tahun 2023, penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri hanya mengalami penurunan sebesar 1,55% dari tahun 2022, namun pada penguasaan bangunan tempat tinggal lainnya mengalami peningkatan. Data ini selain mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda karena persentase kepemilikan tempat tinggal milik sendiri yang cukup besar yakni lebih dari 50%, serta dengan adanya gejolak penambahan dan penurunan persentase ini, membuat Samarinda menjadi kota yang potensial dalam penerimaan PBB.
	Meski data diatas menjelaskan potensi yang dimiliki Kota Samarinda dalam penerimaan PBB-P2, namun hal itu belum cukup apabila persentase distribusi rumah tangga dengan status penguasaan tidak diikuti dengan besarnya persentase kepatuhan masyarakat di Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu PBB-P2. Sama halnya penjelasan sebelumnya bahwa potensi yang besar haruslah dimaksimalkan secara efektif agar dapat menerima manfaat yang besar pula. Pada 1.2. menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki Kota Samarinda nyatanya tidak dapat terealisasi dengan maksimal.
Tabel 1.2. Realisasi Wajib Pajak PBB-P2 Kota Samarinda
	TAHUN
	∑ SPPDT
	Sudah Bayar
	Belum Bayar
	Persentase Kepatuhan

	
	
	∑ WP
	∑ WP
	

	2019
	240.824
	89.104
	151.720
	37,0%

	2020
	247.852
	88.232
	159.620
	35,6%

	2021
	254.771
	104.258
	150.513
	40,9%

	2022
	264.508
	107.512
	156.996
	40,6%

	2023
	274.089
	112.088
	162.001
	40,9%


Sumber : BAPENDA Kota Samarinda 2024
		Pada tabel 1.2. merupakan data yang menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Samarinda. Pada data Realisasi Wajib Pajak PBB-P2 Kota Samarinda, terlihat bahwa, persentase kepatuhan masyarakat Kota Samarinda dalam membayar PBB-P2 dari tahun 2019-2023 tidak mencapai 50% atau tidak mencapai setengah dari jumlah SPPDT yang diterbitkan. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa, tahun 2019 dari total ∑SPPDT yang diterbitkan yaitu 240.824, hanya 89.104 yang telah membayar, sisanya sebanyak 151.720 yang belum membayar. Lalu pada tahun 2020 dari total ∑SPPDT yaitu 247.852 yang diterbitkan, hanya 88.232 yang telah membayar, sisanya sebanyak 159.620 yang belum membayar. Kondisi ini terus meningkat seperti yang ditampilkan pada tabel 1.2, jumlah wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 pada tahun 2023 mencapai 162.001, meningkat dibandingkan empat tahun sebelumnnya, hanya berkisaran 150.000-an wajib pajak. Hal ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Tentu fenomena ini cukup menarik bagi penulis, melihat bahwa potensi PBB yang dimiliki Kota Samarinda tidak didukung dengan tingkat kepatuhan membayar pajak PBB-P2 di Kota Samarinda.
	Setiap pemerintah daerah, tentunya memiliki ketentuan tertentu dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila melihat melihat UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2022 penyesuaian NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali, sehingga adanya penyesuaian NJOP yang menaikan pokok ketetapan PBB-P2 (Amalia et al., 2022). Maka pemerintah Kota Samarinda menetapkan PERWALI No. 9 Tahun 2019 dan PERWALI No. 28 Tahun 2023 yang menjelaskan adanya stimulus bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Samarinda guna mendukung penerimaan daerah. Tentu saja, untuk mengoptimalkan pendapatan, stimulus hanya dialokasikan untuk wajib pajak yang tidak memiliki utang pajak, dengan begitu mengharuskan pembayaran pajak tepat waktu dari semua wajib pajak. Meski demikian, dalam perjalanannya, sering kali ketetapan tersebut tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Terlihat pada tabel 1.2, yang menunjukkan setiap tahunnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 tidak mencapai 50%.
	Informasi awal yang diterima dari salah satu petugas BAPENDA Kota Samarinda menjelaskan bahwa masyarakat di Kota Samarinda memiliki kecenderungan untuk membayar PBB-P2 apabila memiliki kepentingan lain yang ingin dipenuhi, seperti jual beli tanah atau rumah, adanya keinginan revaluasi aset, sehingga mereka diharuskan untuk terlebih dahulu melunasi utang pajak yang dimiliki. Padahal dari pihak BAPENDA telah berupaya memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan penundaan jatuh tempo pembayaran, yang semula bulan 30 September diubah menjadi 15 Desember, serta ada pula upaya penghapusan sanksi denda agar wajib pajak mampu kembali membayar PBB-P2. Namun, mengingat masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak PBB-P2, upaya-upaya tersebut belum cukup berhasil, menurut data statistik yang telah dipublikasikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk semua daerah, kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting, sebab ketidakpatuhan akan mengakibatkan penghindaran, penyelundupan, dan pada akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak daerah.
	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat berasal dari kondisi yang terdapat pada dalam diri maupun diluar diri wajib pajak. Dalam Teori Atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, lalu dikembang oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner tahun 1972, menjelaskan tentang faktor kombinasi antara faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Teori ini menjadi landasan ilmiah bahwa faktor internal dan faktor eksternal bisa mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak (Setiaji & Nisak, 2017). Dalam penelitian (Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi, 2021) mengenai Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, menjelaskan beberapa penyebab ketidakpatuhan wajib pajak antara lain kurangnya kesadaran tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum. Lalu permasalah lainnya kurang mendapat perhatian dari petugas pajak dan sanksi yang kurang tegas, minimnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak serta keterlambatan penerimaan SPPT.
	Pada penelitian ini, fokus utama penulis adalah pada faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta faktor eksternal seperti sanksi pajak. Penjelasan ini dukung oleh hasil penelitian Ablessy, (2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kec. Sonder Kab. Minahasa yang menghasilkan kesimpulan yaitu kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.
	Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, faktor pengetahuan perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang pengetahuan perpajakannya baik, cenderung akan memahami hukum yang berlaku terkait perpajakan dan mengurangi tindakan menghindari pajak. Selain itu, mengetahui tentang perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk mengidentifikasi dan memahami setiap komponen pajak yang berkaitan dengan jumlah pajaknya yang terutang. Namun di sisi lain, terdapat gap research antar penelitian terkait pengetahuan wajib pajak. Penelitian Wulandari & Wahyudi, (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut penelitian Reza Radhi Anshari, (2021) kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kec. Medan Tuntungan tidak berpengaruh signifikan oleh pengetahuan perpajakan. 
	Selanjutnya, kesadaran wajib pajak adalah elemen lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan. Kondisi ketika anggota masyarakat pembayar pajak menyadari, memahami, dan dengan sukarela menerapkan ketentuan perpajakan, dikenal sebagai kesadaran wajib pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Adapun konsekuensi logis dari kesadaran wajib pajak ini adalah mendorong masyarakat untuk membayar pajak demi mendukung pertumbuhan bangsa atau daerah. Dan adanya pengetahuan, logika, dan kecenderungan untuk mengikuti dan berperilaku sesuai dengan rangsangan yang ditawarkan oleh peraturan pajak, semuanya mendorong kesadaran ini. Pada variabel ini, terdapat juga gap research antar peneliti yaitu menurut Ma’ruf & Supatminingsih, (2020) menghasilkan penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Hidayat & Gunawan, (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan tidak terpengaruh secara positif oleh kesadaran wajib pajak. 
	Kemudian komponen lain yang juga menjadi fokus penelitian yaitu sanksi perpajakan. Jaminan bahwa masyarakat akan menghormati atau mematuhi hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dikenal sebagai sanksi pajak. Artinya, sanksi pajak merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Ananda, 2015). Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif sesuai peraturan yang berlaku dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembayaran pajak dengan benar dan selanjutnya meningkatkan penerimaan pajak (Henny Indriati, Sri Laksmi Pardanawati, 2019). Gap research pada variabel ini terdapat pada penelitian (Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi, 2021) menghasilkan penelitian yaitu sanksi perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Reza Radhi Anshari, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, tidak dipengaruhi secara positif oleh sanksi perpajakan.
		Uraian di atas membawa peneliti kesimpulan bahwa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena adanya fenomena yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Samarinda, sehingga berdampak pada pendapatan daerah dan pertumbuhan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain itu, adanya gap research dari hasil penelitian terdahulu membuat penulis ingin meneliti permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda”.
1.2 Rumusan Masalah
	Berikut rumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya:
1. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda ?
2. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangnan di Kota Samarinda ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangnan di Kota Samarinda?  
1.3 Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangnan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan 
3. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak  
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Bagi Peneliti
	Menambah pengetahuan terutama dalam mengaplikasikannya terhadap ilmu yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan, untuk dapat menjadi solusi bagi masalah yang ingin diketahui.
2. Bagi penelitian selanjutnya
	Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sumber tambahan untuk bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang memiliki objek penelitian yang sama.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Terhadap Pemerintahan Daerah 
	Diharapkan output penelitian dapat digunakan sebagai evaluasi atau referensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kota Samarinda, sehingga pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Bagi Masyarakat
	Diharapkan bahwa penelitian ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya pajak bumi dan bangunan, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajaknya atau meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang bermanfaat bagi suatu pembangunan.


















BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Theory of Planned Behavior
[bookmark: _Hlk153341024][bookmark: _Hlk153341054]	Theory of Planned Behavior adalah teori yang digunakan untuk memprediksi serta menjelaskan perilaku individu yang dipengaruhi oleh keinginan dan pertimbangan individu itu sendiri. Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen tahun 1991 dan diberi nama Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 2005). Menurut Murni Sulistyowati, (2024) tiga faktor menentukan perilaku atau sikap seseorang, menurut Theory of Planned Behavior ini adalah keyakinan tentang hasil perilaku dan evaluasi akan hasil perilaku, keyakinan atas adanya harapan orang lain dan motivasi akan pemenuhan harapan tersebut, dan faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung perilaku. Tiga macam penentu tersebut antara lain :
a. [bookmark: _Hlk153338763]Behavioral Beliefs
	Adalah kombinasi keyakinan individu tentang hasil dari suatu tindakan, baik positif maupun negatif dari adanya evaluasi atas hasil tindakan tersebut.
b. Normative beliefs
[bookmark: _Hlk153341430]	Merupakan keyakinan akan ekspektasi normatif yang timbul dari orang lain dan memotivasi individu untuk menyetujui ekspektasi tersebut.
c. Control Beliefs
	Keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku atau tindakan individu yang akan dilakukan serta persepsinya terkait seberapa kuat suatu hal membatasi perilakunya.
	Teori (TPB) memberikan dasar terhadap adanya perspektif kepercayaan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tingkah laku yang spesifik. Dalam teori ini pula, niat diasumsikan sebagai faktor motivasi seseorang untuk berperilaku. Theory of Planned Behavior sangat relevan dipakai untuk menjelaskan perilaku yang membutuhkan perencanaan.
	Kaitannya dengan kepatuhan pajak, niat dari individu itu sendiri memiliki dampak pada keputusannya dalam mematuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakannya. Niat tersebut dapat timbul dari persepsi yang tercipta dalam pola pikir individu mengenai hal yang mempengaruhi keyakinannya. Terlepas dia memenuhi tanggung jawab pajaknya atau tidak, keyakinan tersebutlah yang berperan mempengaruhi perilakunya. Apabila wajib pajak taat membayar pajak, artinya mereka telah mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga timbul keyakinan tentang hasil yang diperoleh apabila melakukan suatu tindakan yaitu pajak membantu negara merealisasikan pembangunan nasional (behavioral beliefs). 
	Wajib pajak menginginkan adanya konsekuensi timbal balik dari kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya, dan adanya harapan normatif yang akan dipenuhi oleh orang-orang di lingkungan sekitar atau orang lain, yang memberikan motivasi bagi individu untuk terus membayar pajak. Adanya konsekuensi timbal balik yang dapat dipenuhi orang lain, menimbulkan tekanan sosial. Melalui pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan, akan menganggap tekanan tersebut sebagai motivasi kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (normative beliefs). 
	Di sisi lain, sanksi pajak berfungsi untuk mengatur bagaimana wajib pajak melihat sanksi yang berdampak pada kepatuhan (control beliefs). Dasar untuk menentukan kepatuhan seorang wajib pajak adalah penilaian wajib pajak mengenai seberapa efektif atau kuatnya sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi pajak (Ariani, 2016).
2.1.2 Teori Atribusi (Attribution Theory)
	Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider, pada tahun 1958. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana dua kombinasi faktor, faktor internal (di dalam diri seseorang) dan faktor eksternal (di luar diri seseorang), mempengaruhi perilaku seseorang yang kemudian teori ini kembangkan kembali oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner tahun 1972 (IndoPositive, 2020).
	Menurut Robbins & Judge, (2017) teori atribusi menjelaskan sikap seorang individu dan bagaimana menentukan sumber sikap itu, baik internal maupun eksternal. Teori ini muncul karena adanya kecenderungan untuk menjelaskan alasan atau penyebab di balik perilaku orang lain. Kecenderungan ini tidak semata-mata disebabkan faktor luar individu (eksternal), seperti dipaksa untuk melakukan sesuatu karena situasi yang terjadi, melainkan adanya pengaruh dari dalam diri seseorang yang sadar akan tindakannya (internal).
	Harold Kelley mengidentifikasi penentu faktor internal atau eksternal  dari adanya hubungan sebab-akibat :
a. Kekhususan
	Dalam situasi yang berlainan, seseorang akan menafsirkan tindakan orang lain secara bervariasi dalam konteks yang berbeda. Jika tindakan tersebut tidak umum, pengamat membuat atribusi eksternal. Namun, jika tindakan tersebut dianggap lazim, maka akan dianggap sebagai atribusi internal.
b. Konsensus
	Mengacu pada tindakan seseorang pada respon sesuatu yang akan mempengaruhi orang lain untuk bertindak juga. Jika setiap orang merespons dengan cara yang berbeda, maka perilaku akan terpengaruh secara internal. Jika setiap orang memberikan respon serupa, perilaku akan terpengaruh secara eksternal.
c. Konsistensi
	Merujuk pada perilaku seseorang yang menunjukkan pola respons serupa. Jika responnya konsisten maka berasal dari faktor internal. Namun, jika respons seseorang tidak konsisten, hal ini dipengaruhi oleh pengaruh eksternal..
	Teori atribusi ini sangat penting dalam penelitian ini karena teori ini akan menilai apakah kepatuhan seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah variabel sanksi perpajakan.
2.2 Konsep Dasar Perpajakan
2.2.1 Pengertian Pajak
	Terdapat beberapa definisi terkait pajak berdasarkan pernyataan para ahli. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku Siti Resmi, mengemukakan “Pajak merupakan bayaran yang diwajibkan secara hukum (dapat dipaksakan) yang dilakukan oleh warga negara ke kas negara tanpa mendapatkan manfaat langsung dan dipergunakan dalam menutupi pengeluaran umum” (R. Siti, 2019).
	Begitupun dengan pernyataan N.J. Feldmann pada buku Siti Resmi mengungkapkan “Pajak merupakan pembayaran yang secara sepihak dipaksakan oleh negara, dibayarkan tanpa imbalan apa pun atau tanpa adanya tindakan alternatif, dan hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” 
Pajak menjadi pembayaran wajib oleh orang atau organisasi kepada negara secara memaksa tanpa mendapatkan manfaat langsung, serta dipergunakan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.	Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau organisasi kepada negara yang digunakan untuk tujuan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, namun tanpa menerima manfaat secara langsung.


2.2.2 Fungsi Pajak
	Secara umum definisi pajak telah menjelaskan bagaimana pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Namun perlu pula memahami pajak dari segi fungsinya sehingga pengetahuan tentang pajak tidak hanya sekedar mendasar melainkan spesifik kepada konsekuensi dari adanya pajak. Menurut Siti Resmi (2019:5), dalam buku berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” Ada dua fungsi pajak yang perlu dipahami yaitu :
a. Fungsi Budgetair 
	Pemerintah membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan, salah satunya mengandalkan pajak. Pemerintah berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin sebagai sumber keuangan negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan penyempurnaan pada berbagai jenis pajak, seperti PPN, PPh, PPnBm, PBB dan lain sebagainya.
b. Fungsi Regulerend (Pengatur)
	Di sektor ekonomi, sosial, dan sektor non-keuangan tertentu, pajak berperan sebagai instrumen untuk mengendalikan atau menerapkan kebijakan pemerintah. Contohnya PPnBM, Tarif Progresif atas penghasilan, Tarif Pajak 0% untuk Ekspor Jasa, Pajak penghasilan atas barang hasil industri tertentu, serta memberikan intensif pajak (tax holiday)
	Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai budgeter adalah pajak sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan berfungsi pula sebagai regulerend untuk mencapai tujuan negara dengan melaksanakan kebijakan pengaturan pajak.
2.2.3 Jenis Pajak
	Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan lembaga pemungutnya: pajak pusat dan pajak daerah.. Hasil pajak dari kedua lembaga pemungut tersebut dapat diketahui melalui jenis-jenis pajak yang dipungut, antara lain:
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
	Pajak ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang berada di bawah naungan menteri keuangan, untuk membiayai pengeluaran negara (APBN). Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah :Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) dan Bea Materai (Wirajaya, 2023).
b. Pajak Daerah
	Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah tingkat I (Provinsi dan tingkat II (kabupaten/kota) bertanggung jawab memungut pajak ini yang bersifat wajib dan terutang terhadap individu dan organisasi yang akan digunakan untuk keperluan rumah tangga daerah (Siti, 2019:8). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam pajak daerah tingkat II.
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak
	Terdapat tiga(3) sistem pemungutan pajak yang sering dikenal. Menurut Buku Salim (2019) yang berjudul “Dasar-Dasar Perpajakan” ketiga sistem pemungutan tersebut antara lain:
a. Official Assessment System
	Metode ini memungkinkan pemerintah, untuk dapat menghitung jumlah pajak tahunan yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan. 
b. Self Assessment System
	Metode ini memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, mencatat, serta melakukan pembayaran pajak mereka. Contoh :PPh dan PPN. 
c. With Holding System
	Metode ini memungkinkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dapat dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang ditugaskan untuk mengawasi sistem ini menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi.


2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2.3.1 Dasar Hukum 
	Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa dasar hukum yaitu :
a. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan tentang :
1. Pemerintah kabupaten dan kota berhak atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
2. Peraturan terhadap sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3) di pegang oleh pemerintah pusat (Prena, 2023).
b. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2.3.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
	Terdapat beberapa penjelasan yang mengungkapkan terkait definisi Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibebankan kepada setiap individu atau entitas hukum yang menguasai, memiliki, atau menggunakan bangunan atau permukaan bumi (Ablessy, 2020). Dalam Mirdah, (2016) properti yang tidak bergerak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian menurut (Prena, 2023) Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak dengan besarnya pajak yang akan dipungut, sepenuhnya diatur oleh pemerintah (official assessment system).
	Uraian di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan biaya yang dibebankan pada properti yang manfaatnya dimiliki dan dikelola oleh individu atau organisasi dengan sistem penilaian official assessment system, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas.
2.3.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan
	Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Objek pajak bumi dan bangunaan perdesaan dan perkotaan adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, atau dimanfaatkan oleh individu atau organisasi, kecuali kawasan perhutanan, pertambangan dan perkebunan.
2.3.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam UU No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Subjek PBB-P2 adalah orang atau badan dengan secara nyata memiliki atau memperoleh manfaat atas bangunan atau bumi.
2.3.5 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
	Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2024, kecuali untuk beberapa hal-hal yang dapat ditentukan setiap tahun berdasarkan pertumbuhan daerah, besaran NJOP ditentukan setiap tiga tahun. Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai yang dikenakan pada objek, yang meliputi bumi maupun bangunan atau dapat disimpulkan sebagai harga atas keberadaan properti tanah dan bangunan (Wirajaya, 2023:186).
	NJOP tanah dikenakan berdasarkan Nilai Indeks Rata-Rata dalam suatu zona Nilai Tanah (ZNT) ke dalam klasifikasi. Sedangkan NJOP bangunan ditetapkan berdasarkan nilai dalam rincian Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) (Waluyo, 2019:251). Nilai NJOP menjadi ukuran yang mempengaruhi besaran pajak PBB. Atas ketentuan NJOP, akan ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang perlu dibayar wajib pajak. NJKP hasil dari selisih NJOP dikurangi NJOPTKP yang persentasenya telah ditetapkan pada Pasal 40 Undang-Undang No.1 Tahun 2022 ayat (5) yaitu Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.
	Namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pedesaan dan perkotaan yaitu: 40% (empat puluh persen) untuk nilai diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dilain sisi terdapat tarif 20% (dua puluh persen) untuk nilai dibawah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) (Wirajaya, 2023:186).
2.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
	NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kenakan pajak. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022, menetapkan NJOPTKP PBB-P2 paling sedikit Rp 10.000.000,- yang ditetapkan secara regional. Dan hal itu sesuai juga dengan PERDA Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (3) yang menetapkan NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
	Jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, hanya objek pajak dengan nilai tertinggi yang dikenakan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, sementara pengenaan pajak atas objek lainnya tetap dilakukan secara penuh dan tidak ada pengurangan (Salim, 2019:378)
2.3.7 Tarif Pajak
	Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) pasal 41 dan berdasarkan PERDA Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) paling tinggi yaitu 0,5% (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022).
2.4 Variabel-Variabel Penelitian
2.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak
	Kata “Kepatuhan” didasarkan pada kata “Patuh” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “Perintah, amalan, atau disiplin”. Menurut Cristina (2021) Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran kepada aturan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Ini melibatkan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan perpajakan secara teratur, baik untuk periode masa maupun tahunan, sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, baik itu untuk individu maupun entitas usaha dengan modal sendiri. 
	Kepatuhan pajak diklasifikasikan ke dalam dua kategori: kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal yaitu ketika wajib pajak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kepatuhan material merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk mengikuti aturan substansial dalam peraturan perpajakan, yaitu memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ilhamsyah, 2020). Artinya kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan, sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang lebih luas yaitu berupa perhitungan, pembayaran dan pelaporan (Sani & Sulfan, 2022).
	Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, seseorang akan dianggap taat pajak, apabila memenuhi indikator berikut :
a [bookmark: _Hlk153387642]Melaporkan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu;
b Bebas dari semua tunggakan pajak, kecuali telah diberikan persetujuan perpanjangan atau penundaan pembayaran;
c Selama 3(tiga) tahun berturut-turut, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian;
d Selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa individu tersebut bersalah atas pelanggaran di bidang perpajakan dengan status hukum yang sudah final. 
Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang diadopsi dari Yuliansyah et al., (2019) yaitu :
a. Kepatuhan dalam melaporkan kembali SPPT
b. Pembayaran pajak selalu dilakukan tepat waktu oleh wajib pajak
c. Memiliki kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
d. Wajib pajak tidak menerima surat teguran 
e. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan
	Pada dasarnya, kepatuhan perpajakan adalah aspek yang penting dalam kehidupan bernegara. Dengan mematuhi peraturan perpajakan, penerimaan negara akan meningkat, yang berkontribusi pada keberlanjutan kemajuan negara. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada keterkaitan antara besaran pajak yang harus diserahkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya.
2.4.2 Pengetahuan Perpajakan
	Pengetahuan perpajakan adalah proses ketika seseorang mengetahui persyaratan pajak yang wajib dipatuhi dalam perpajakan dan mempraktekkan pengetahuan tersebut dalam sebuah tindakan membayar pajak (Marifah & Furqon, 2023). Menurut Ablessy (2020) pengetahuan perpajakan merupakan segalah hal yang diketahui, kepandaian dan pengetahuan akan hal tersebut, berkaitan dengan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang menjadi landasan seseorang dalam bertindakan, mengambil keputusan serta menetapkan kebijakan dan  strategi tertentu terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka (Kundala et al., 2022). 
	Dari definisi-definisi yang telah dijabarkan maka, pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai semua informasi tentang peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Tingkat informasi perpajakan yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan yang baik. Dengan adanya tingkat pemahaman yang baik dan tinggi, akan mendorong kesadaran sejumlah wajib pajak akan tanggung jawab perpajakannya, dengan melihat pula akibat akan yang timbul bila tidak patuh (Hertati, 2021). 
	Menurut Leonardo, (2022) terdapat beberapa indikator pengetahuan perpajakan yaitu:
a. [bookmark: _Hlk153387515]Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
b. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak.
c. Wajib pajak mengetahui cara mendaftar sebagai wajib pajak.
d. Wajib pajak mengetahui tentang sanksi perpajakan.
e. Wajib pajak mengetahui prosedur dalam pembayaran pajak.
f. Pemahaman wajib pajak terkait tata cara pelaporan pajak.
Indikator perpajakan menurut Rahayu, ( 2020) yaitu
a. Mengetahui makna/fungsi peraturan perpajakan
b. Mampu menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi pemahaman utuh; artinya pemahaman meliputi pengetahuan tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, tata cara pendaftaran, ketentuan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak terutang 
c. Pengetahuan tentang konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh serta implikasi yang ditimbulkannya
2.4.3 Sanksi Perpajakan
[bookmark: _Hlk153387838]	Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena sanksi perpajakan digunakan untuk mengontrol kelompok orang atau populasi. Sanksi perpajakan dikenai kepada mereka yang melanggar peraturan perpajakan, yang diharapkan akan menghasilkan kepatuhan untuk membayarkan pajaknya, terutama pajak bumi dan bangunan, akibat dari sanksi denda atau pidana yang ditetapkan cukup besar (Mulyati & Ismanto, 2021). 
	Menurut Mulyati & Ismanto, (2021) terdapat beberapa indikator sanksi perpajakan yang perlu diketahui yaitu :
a. Sanksi harus dikenakan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak 
b. Tingkat pelaksanaan/pemberian sanksi
c. [bookmark: _Hlk189160911]Sanksi diterapkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
d. Penghapusan sanksi dapat memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak
Indikator sanksi perpajakan menurut Rahayu, (2020) yaitu : 
a. Wajib pajak yang dikenai sanksi adalah mereka yang melanggar peraturan perpajakan 
b. Sanksi perpajakan yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
c. Denda perpajakan yang dibayar tidak membuat wajib pajak mengalami kerugian
d. Pengenaan sanksi pajak dilakukan melalui prosedur yang sudah ditetapkan
e. Ketentuan sanksi pajak berlaku bagi semua wajib pajak
f. Sanksi perpajakan membuat efek jera bagi pelanggar.
	Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Oleh karena itu, dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat dua sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar aturan perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan pidana. Secara eksplisit, kedua sanksi tersebut dapat diuraikan secara singkat melalui penjelasan berikut :
a. Sanksi Administrasi
	Sanksi ini diterapkan kepada pelanggar administrasi atau ketentuan hukum administrasi, yang dapat berupa denda, teguran tertulis, pencabutan izin dan sanksi lainnya, sesuai ketentuan undang-undang. Terdapat Sanksi administrasi yaitu denda 25% jika terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Adapun denda bunga 2% sebulan jika gagal membayar pajak pada tanggal jatuh tempo, (Mardiasmo, 2016).
b. Sanksi Pidana
	Sanksi ini adalah sanksi berupa ancaman penderitaan dan hukuman yang menyiksa. Dalam perpajakan, sanksi pidana dimaksudkan untuk pemulihan perilaku agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 24 UU PBB diberikan kepada individu atau entitas yang akibat kelalaiannya, mengajukan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan informasi yang tidak akurat sehingga menimbulkan kerugian negara.


[bookmark: _Hlk153388283]Kesadaran Wajib Pajak
	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi seseorang saat menyadari akan situasi atau tindakan yang dilakukan. Kesadaran ini mengacu pada kondisi ketika seseorang menyadari, memahami, dan mengetahui cara membayar pajak (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Kesadaran perpajakan juga memiliki peranan penting bagi penerimaan pajak negara. Menurut Salindeho, (2021) seiring semakin tingginya kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan kesadaran dapat timbul apabila wajib pajak telah mengerti arti dan fungsi serta tujuan dalam membayar pajak. Dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan negara, akibat peningkatan kepatuhan para pembayar pajak.
	Pada hakikatnya kesadaran wajib pajak juga menciptakan pandangan yang kritis akan permasalahan perpajakan, seperti kebijakan perpajakan yang ditetapkan. Menurut R. Hidayat & Wati, (2022) Terdapat empat indikator dalam memahami tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu :
a. Memahami tentang peraturan dan hukum yang mengatur perpajakan;
b. Memahami tentang peran pajak membantu mendanai negara;
c. Mengerti mengenai tanggung jawab pajak perlu dipenuhi selaras dengan hukum yang ada.;
d. Melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak secara sukarela dan akurat.
Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu, ( 2020) :
a. Wajib pajak memiliki informasi berupa pengetahuan perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk berperilaku baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b. Wajib pajak mempunyai informasi perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
c. Wajib pajak memahami peraturan pajak dan manfaatnya untuk membuat keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakan.
2.4.5 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	Nama/ Tahun
	Judul
	Variabel
	Hasil

	(Budhiartama & Jati, 2016)
	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

	Variabel Independen:
1. Sikap wajib pajak;
2. Kesadaran wajib pajak;
3. Pengetahuan perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan,mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan positif.

	(Setyowati & Yushita, 2017)












	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Perpajakan Dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan pajak;
2. Sanksi pajak;
3. Kesadaran wajib pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif kepada kepatuhan pembayaran PBB-P2.


Disambung di halaman selanjutnya




Tabel 2.1 Lanjutan
	Nama/ Tahun
	Judul
	Variabel
	Hasil

	(Erawati & Parera, 2017)
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
(Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)
	Variabel Independen:
1. Kesadaran wajib pajak 
2. Sanksi perpajakan;
3. Pengetahuan perpajakan
4. Pelayanan Fiskus

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan , dan pelayanan fiskus,secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	(Setiaji & Nisak, 2017)
	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	Variabel Independen:
1. Motivasi
2. SPPT
3. Pelayanan fiskus
4.Kesadaran wajib pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Temuan ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, motivasi, dan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif kepada kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Desa Nolokerto, 

	(Nafiah & Warno, 2018)
	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)
	Variabel Independen:
1. Sanksi pajak;
2. Kesadaran wajib pajak;
3. Kualitas Pelayanan Pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak.
	Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara kualitas pelayanan pajak tidak mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak 

	(S. Siti, 2018)
	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan perpajakan;
2. Kesadaran wajib pajak;

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung di halaman selanjutnya


Tabel 2.1 Lanjutan
	Nama/ Tahun
	Judul
	Variabel
	Hasil

	(Ma’ruf & Supatminingsih, 2020)
	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
	Variabel Independen:
1. Kesadaran wajib pajak 
2. Sanksi perpajakan
3. Pemahamanperpajakan
4. Kualitas pelayanan

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


	(Ablessy, 2020)
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan perpajakan
2. Sanksi perpajakan;
3. Kesadaran wajib pajak;

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2.

	(Prasavanti, 2020)
	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
	Variabel Independen:
1. Sosialisasi perpajakan
2. Pemahaman prosedur perpajakan
3. Kesadaran wajib pajak;
4. Sanksi pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Temuan ini menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, dan sanksi perpajakan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
Namun secara simultan, ke empat variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	(Reza Radhi Anshari, 2021)









	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Tuntungan
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan perpajakan
2. Sanksi pajak
3. Pelayanan perpajakan
4. Kesadaran wajib pajak;

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan, variabel pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib 


Disambung di halaman selanjutnya
Tabel 2.1 Lanjutan
	Nama/ Tahun
	Judul
	Variabel
	Penelitian

	
	
	
	pajak, berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	(Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi, 2021)
	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	
Variabel Independen:
1. Sikap wajib pajak;
2. Sanksi Perpajakan
3. Kesadaran wajib pajak;
4. SPPT
5. Pengetahuan perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan SPPT dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh.

Secara simultan kelima variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan 

	(Wulandari & Wahyudi, 2022)
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan perpajakan
2. Sanksi perpajakan;
3. Kesadaran wajib pajak;
4. Kualitas pelayanan

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, sanksi dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh.

	(Putra, 2023)
	The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective
	Variabel Independen:
1. Pengetahuan perpajakan
2. Digitalisasi pajak
3. Kesadaran wajib pajak 

Variabel Dependen:
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan digitalisasi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.


Sumber : Penelitian Terdahulu (2023)
2.4.6 Kerangka KonseptualTheory of Planned Behavior dan Teori Atribusi


Control beliefs/Faktor Eksternal

Normative beliefs/Faktor Internal

Behavioral beliefs/Faktor Internal


Sanksi Perpajakan
Kesadaran Wajib Pajak
Pengetahuan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 [bookmark: _Hlk165254787]Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis
2.5.1 Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Pengetahuan mengenai perpajakan memiliki peran krusial dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang berlaku. Wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang baik mencerminkan bahwa mereka benar-benar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan infrastruktur nasional (R. Hidayat & Wati, 2022).
	Dalam Theory of Planned Behavior dijelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dan pertimbangan dari individu itu sendiri. Dalam teori ini, niat diasumsikan sebagai faktor motivasi atau keyakinan untuk seseorang berperilaku. Dalam kaitanya kepatuhan perpajakan, apabila individu telah memenuhi kewajiban pajaknya (berperilaku atas faktor), hal itu mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman (faktor motivasi atau keyakinan) akan pentingnya membayar pajak atau Behavioral Beliefs. 
	Pada teori atribusi, perilaku seseorang akan timbul dengan adanya pengaruh internal (dalam diri seseorang) dan eksternal (dari luar seseorang). Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan masuk dalam kategori pengaruh internal. Melalui pendidikan formal dan non formal, pengetahuan akan perpajakan dapat diperoleh yang akan berefek pada meningkatnya pengetahuan perpajakan seseorang. Semakin banyak pengetahuan tentang pajak yang dimiliki, semakin memungkinkan wajib pajak bertanggung jawab atas keputusan kepatuhan pajak mereka. 
[bookmark: _Hlk153341739][bookmark: _Hlk153342141]	Hasil penelitian sebelumnya (Ablessy, 2020), menyebutkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, yang diperkuat oleh penelitian lainnya yaitu (Putra, 2023), (Wulandari & Wahyudi, 2022). Dan melalui penjelasan tersebut, hipotesis yang dibangun sebagai berikut : 
H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
2.5.2 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Sanksi perpajakan adalah bentuk penalti yang dikenakan kepada pelaku wajib pajak yang terbukti telah menyimpang dari aturan perpajakan yang berlaku, baik bersifat ringan, sedang maupun berat. Pengenaan sanksi pada wajib pajak, akan memaksa mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang akan meningkatkan kepatuhan dan menciptakan rasa takut akan hukuman (Hazmi et al., 2020).
	Dalam Theory of Planned Behavior menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keinginan dan pertimbangan individu itu sendiri. Teori tersebut mampu memperkuat persepsi wajib pajak bahwa ada konsekuensi jika tidak patuh, sehingga meningkatkan niat mereka untuk mematuhi aturan. Sanksi menjadi faktor yang memberikan pertimbangan dan kesadaran kepada wajib pajak untuk memperbaiki tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Hantono & Sianturi, 2021). Sanksi pajak teori ini berperan sebagai Control Beliefs.
	Pada teori Atribusi, menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Dalam hal ini, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berperan sebagai penghalang bagi wajib pajak untuk melanggar hukum. Jika wajib pajak memiliki kendali atas kepatuhan pajaknya, maka persepsi tentang sanksi akan meningkat. Itu terjadi karena persepsi wajib pajak tentang bagaimana mereka menilai perilaku kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Ablessy, 2020).
	Menurut penelitian sebelumnya Nafiah & Warno, (2018) menyebutkan bahwa kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan diperkuat juga oleh penelitian (Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib. Dan melalui penjelasan tersebut, hipotesis yang dibangun sebagai berikut :
H2: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
2.5.3 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman seseorang tentang pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka untuk menghasilkan kerelaan membayar pajak. Dari argumen ini, jelas bahwa sebagai pelaksanaan fungsi perpajakan, kesadaran wajib pajak secara logis mengarah pada kesediaan wajib pajak untuk menyetorkan uangnya dengan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat (Nafiah & Warno, 2018). 
	Pada Theory of Planned Behavior, menjelaskan pola tindakan individu dipengaruhi oleh keinginan dan pertimbangan individu itu sendiri. Dalam teori ini, kesadaran dapat timbul dari pengetahuan akan arti, fungsi dan tujuan membayar pajak kepada negara. Dalam Theory of Planned Behavior, menerangkan wajib pajak menginginkan adanya konsekuensi timbal balik dari kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya dan adanya keyakinan terkait harapan normatif yang akan terpenuhi dari lingkungan sekitarnya atau orang lain yang memotivasi individu untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan kesadaran tersebut, wajib pajak berkeyakinan bahwa membayar pajak adalah sarana atau cara untuk mendukung pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah (Nafiah & Warno, 2018). Terkait hal ini, kesadaran wajib pajak bertindak sebagai Normative Beliefs yaitu adanya kesadaran terhadap harapan normatif banyak orang yang akan terpenuhi. 
	Pada teori Atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan unsur internal yang berperan sebagai pendukung kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Dalam penelitian ini, kesadaran yang dimaksud adalah apabila wajib pajak PBB bersedia membayar pajaknya, termasuk memberikan kontribusi uang dan menyelesaikan tanggung jawabnya, untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah (S. Siti, 2018). Ketika seseorang sadar akan pentingnya pajak, mereka akan cenderung merasa bahwa mereka mematuhi pajak bukan karena tekanan tetapi karena kesadaran pribadi.
	Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yaitu (Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi, 2021), (Ablessy, 2020) dan (S. Siti, 2018). Dan melalui penjelasan tersebut, hipotesis yang dibangun sebagai berikut :
H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
2.6 Kerangka Berpikir
	Pada penelitian ini, peneliti memilih Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda sebagai objek penelitian karena melihat potensi penerimaan daerah yang besar pada Kota Samarinda dari segi PBB-P2 serta bangunan status penguasaan pribadi yang terus bertambah. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB Kota Samarinda. Melihat hal itu, tentu perlu adanya tindakan optimal untuk biasa merealisasikan penerimaan daerah yang besar dan dapat digunakan untuk keberlanjutan pembangunan di Kota Samarinda melalui tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari dari pembahasan sebelumnya, maka peneliti membuat konsep tentang gambaran masalah yang diteliti dengan memakai tiga faktor variabel bebas yaitu Pengetahuan perpajakan (x1), Sanksi Perpajakan (x2), Kesadaran Wajib Pajak (x3). Sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota samarinda (Y). Berikut kerangka pemikiran yang disajikan dalam bentuk gambar.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
	Penulis, meneliti wajib pajak bumi dan bangunan wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi variabel bebas (Variabel Independen) meliputi pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, yang kesemuanya berkaitan dengan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dalam memfasilitasi keberhasilan pembangunan daerah. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Kota Samarinda merupakan variabel terikat (Variabel Dependen) dalam penelitian ini.
3.2 Definisi Operasional Penelitian
3.2.1 Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) 
	Kepatuhan merupakan istilah bagi tindakan yang tunduk terhadap aturan yang sudah dibuat, dalam artian masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan (Kusumaningrum et al., 2020). Kewajiban yang dimaksud berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda.
	Terdapat empat indikator untuk menilai kepatuhan wajib pajak yang diadopsi dari PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan dari (Yuliansyah et al., 2019) :
a. Wajib pajak patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2
b. Pembayaran pajak selalu dilakukan tepat waktu 
c. Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan benar 
d. Tidak memiliki tunggakan pajak PBB-P2
3.2.2 Variabel Independen (X)
a. Pengetahuan Perpajakan
	Proses ketika wajib pajak menyadari hal-hal terkait perpajakan dan menerapkan informasi tersebut ke dalam tindakan nyata ketika mereka membayar pajak dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak ini akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Erawati & Parera, 2017).
	Ada Empat indikator yang digunakan untuk menilai pengetahuan perpajakan yang diadopsi dari Leonardo, (2022) dan Rahayu, (2020):
a. Pengetahuan terkait bumi dan bangunan yang dikenakan PBB-P2
b. Pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar PBB-P2 
c. Pengetahuan wajib pajak terkait cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2
d. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak PBB-P2
b. Sanksi Perpajakan
	Sanksi adalah hukuman atau konsekuensi yang ditujukan pada pihak yang diidentifikasi telah melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah salah satu elemen yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena sanksi tersebut berfungsi untuk mengontrol kelompok masyarakat atau populasi. Diharapkan dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana, menjadikan wajib pajak lebih mematuhi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (I. Hidayat & Gunawan, 2022).
	Empat indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan berdasarkan adopsi dari Mulyati & Ismanto, (2021) dan Rahayu, (2020) yaitu :
a. Keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 harus dikenai sanksi
b. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2
c. Pengenaan sanksi pajak PBB-P2 dilakukan sesuai peraturan undang-undang
d. Sanksi perpajakan membuat efek jera bagi pelanggar
c. Kesadaran Wajib Pajak
	Kesadaran adalah sebuah keadaan yang menyadari akan situasi atau tindakan yang dilakukan. Dalam hal perpajakan, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan ketika seseorang menyadari hak atau kewajiban perpajakannya (Nugraheni, 2015).
	Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran perpajakan menurut R. Hidayat & Wati, (2022) dan Rahayu, (2020)  :
a. Kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar PBB-P2
b. Kesadaran terhadap manfaat serta fungsi pajak PBB-P2 bagi rumah tangga daerah 
c. Kesadaran wajib pajak ketika menyampaikan informasi.
d. Kesadaran wajib pajak pada kebijakan perpajakan dan bukan paksaan 
3.3 Populasi dan Sampel
	Populasi merupakan skor keseluruhan dari individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, meliputi orang, lembaga, atau objek lainnya (Sahir, 2022). Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan (Nuryadi et al., 2017). 
	Adapun wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda menjadi populasi pada penelitian ini. Populasi berdasarkan jumlah SPPT yang diterbitkan tahun 2023, sebanyak 274.089 wajib pajak. Teknik menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah memakai rumus Slovin. Rumus Slovin adalah suatu rumus dalam menemukan jumlah minimum sampel dari populasi yang terbatas atau disebut juga dengan Finite Population Survey. Tujuan utama dari rumus Slovin adalah untuk mencari estimasi jumlah populasi atau proporsi estimasi (Academy, 2022). Rumus Slovin digunakan ketika peneliti tidak tahu besaran proporsi populasi yang ideal untuk mewakili.
Rumus : 





Keterangan :
n	: Jumlah sampel
N	: Jumlah Populasi
e	: Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%). Batas tingkat kesalahan tersebut dapat dipilih oleh peneliti (J. Noor, 2021)
	Dari rumus Slovin, didapatkan jumlah sampel untuk diteliti berdasarkan populasi yang tersedia yaitu 99,98 atau dibulatkan 100 sampel wajib pajak. Sampel penelitian dikumpulkan dengan memakai teknik Simple Random Sampling. Untuk memastikan bahwa sampel yang diambil tepat merupakan bagian dari populasi utama, maka peneliti membuat kerangka kerja inklusi. Adapun kriteria yang menjadi sampel penelitian yaitu: Responden merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda.
3.4 Jenis dan Sumber Data
	Berdasarkan waktu penelitian, data penelitian ini adalah data Cross Section/Insidentil. Data ini dikumpulkan dalam satu waktu, guna mengetahui situasi pada saat itu. Data Cross Section ini cenderung memiliki banyak variabel, sehingga sesuai dengan penelitian yang sedang akan dilakukan. Data penelitian akan diambil berdasarkan hasil Kuesioner dari responden. Sementara itu, data penelitian ini bersifat kuantitatif, berdasarkan pendekatannya. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. (Ablessy, 2020). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah nilai atau skor dari jawaban yang diberikan oleh responden atau wajib pajak PBB.
	Data yang digunakan berasal dari sumber data primer yang langsung diambil dari sumber pertama objek penelitian (Wulandari & Wahyudi, 2022). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode Simple Random Sampling dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden wajib pajak PBB Kota Samarinda. Selain itu, penelitian juga memakai data sekunder, data yang diterima secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, data sekunder digunakan untuk mendukung penulisan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda berupa target dan realisasi wajib pajak yang membayar PBB-P2 Kota Samarinda. Adapun data lainnya, diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kota Samarinda terkait persentase kepemilikan bangunan milik sendiri di Kota Samarinda.
3.5 Metode Penentuan Sampel
[bookmark: _Hlk187756917]	Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik  Simple Random Sampling dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dengan menggunakan alat statistik sebagai instrumen olah datanya, sehingga hasil yang didapatkan berupa angka. Pendekatan kuantitatif menekankan pada hasil yang objektif. Melalui penyebaran kuesioner data dapat diperoleh dengan objektif dan diuji dengan analisis validitas dan reliabilitas (Sahir, 2022) .
	Dengan menggunakan pendekatan Simple Random Sampling, peneliti memilih sampel secara acak dari populasi, memberikan setiap anggota kesempatan yang sama untuk dipilih. (Setyowati & Yushita, 2017). Teknik Simple Random Sampling mengharuskan peneliti untuk menentukan dengan cermat populasi dari mana sampel diambil. Simple Random Sampling digunakan untuk populasi yang relatif homogen yang mana sampel penelitian diambil secara acak untuk berpartisipasi dalam penelitian (Bhardwaj, 2019). Penting juga untuk menyediakan kerangka kerja bagi inklusi dan eksklusi populasi (S. Noor et al., 2022).
3.6 Metode Pengumpulan Data
	Terkait pengumpulan data selama proses penelitian, penelitian memakai kuesioner yang akan didistribusikan secara langsung kepada responden secara acak berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam tenggat waktu yang tertentu. Kuesioner yang diberikan merupakan kuesioner tertutup yang artinya responden hanya diperbolehkan untuk memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. 
[bookmark: _Hlk190304606]	Mekanisme penyebaran kuesioner memakai google form, yaitu dengan menyebarkan link google form  yang berisi pertanyaan seputar penelitian. Penyebaran dilakukan dengan mendatangi warga satu per satu dan juga melalui perantara ketua RT dalam proses distribusinya kepada warga, seperti mengirimkan link tersebut ke grup whatsapp warga.
	Dalam pengumpulan data dengan bentuk kuesioner, terdapat daftar pertanyaan yang akan diukur dengan skala likert sebagai bentuk jawaban dari responden. Sikap, keyakinan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial diukur dengan menggunakan skala likert (Hikmawati, 2017).  Berikut skala pengukurannya:
a.	Skor 1, menyatakan pendapat sangat tidak setuju (STS)
b.	Skor 2, menyatakan pendapat tidak setuju (TS)
c.	Skor 3, menyatakan pendapat netral (N)
d.	Skor 4, menyatakan pendapat setuju (S)
e.	Skor 5, menyatakan pendapat sangat setuju (SS)
3.7 Metode Analisis Data
	Metode analisis data memakai uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan alat analisis dalam penelitian ini adalah SPSS 25. Adapun penjelasan uji analisis data tersebut sebagai berikut :
3.7.1 Uji Kualitas Data (Pilot Test)
	Penelitian yang baik haruslah menguji terlebih dahulu instrumen yang digunakan untuk bisa mengukur seberapa akurat alat ukur tersebut dalam mengukur suatu objek. Pilot test ini dirancang untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Peneliti memandang perlunya menyebar kuesioner kepada beberapa responden yang memiliki latar belakang pemahaman terkait perpajakan. Adapun kuesioner akan disebarkan kepada 40 responden secara acak namun bukan merupakan responden utama.
a. Uji Validitas
	Pada uji validitas, kuesioner diukur agar dapat menentukan valid atau tidaknya pertanyaan yang terkandung di dalamnya. Uji validitas merupakan metode yang digunakan untuk menilai seberapa baik responden memahami pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti (Sahir, 2022). Uji validitas dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk menghindari hasil yang bias atau tidak akurat. Validitas kuesioner adalah ketika setiap item pertanyaan dapat mengungkapkan informasi yang akan dinilai oleh kuesioner (Dewi & Sudaryanto, 2020).
	Pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan uji satu arah pada n = 40 dan rumus df = n-2.  Adapun df = 40-2 = 38 dan sig = 5%, maka didapat rtabel sebesar 0,263. Apabila rhitung > rtabel maka instrumen dikatakan valid (Akmal et al., 2019). Berikut hasil Uji Validitas :
Tabel 3.1 Uji Validitas 
	Variabel
	Item 
	r hitung
	r tabel
	Keterangan 

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	1
	0,658
	0,236
	Valid

	
	2
	0,842
	0,236
	Valid

	
	3
	0,656
	0,236
	Valid

	
	4
	0,630
	0,236
	Valid

	Pengetahuan Perpajakan
(X1)
	1
	0,645
	0,236
	Valid

	
	2
	0,776
	0,236
	Valid

	
	3
	0,858
	0,236
	Valid

	
	4
	0,882
	0,236
	Valid

	Sanksi Perpajakan
(X2)
	1
	0,673
	0,236
	Valid

	
	2
	0,683
	0,236
	Valid

	
	3
	0,725
	0,236
	Valid

	
	4
	0,719
	0,236
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak
(X3)
	1
	0,548
	0,236
	Valid

	
	2
	0,642
	0,236
	Valid

	
	3
	0,775
	0,236
	Valid

	
	4
	0,757
	0,236
	Valid


Sumber : Output data SPSS 25.0, 2024
	Dari temuan uji validitas di atas, menunjukkan bahwa setiap instrumen pernyataan pada masing-masing variabel adalah valid. Adapun kriteria suatu instrumen dapat dinyatakan valid, telah terpenuhi yaitu rhitung > rtabel. Selain itu, seluruh hasil uji validitas terhadap semua item pernyataan pada masing-masing variabel juga telah memenuhi kriteria lainnya, yaitu nilai signifikansi < 0,05, sehingga semua item dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas
	Uji reliabilitas menentukan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Menurut Sahir, (2022) uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap konsistensi jawaban responden. Apabila hasil pengukuran konsisten untuk melakukan pengukuran kembali pada gejala yang sama, maka alat tersebut dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya. Perlu diingat bahwa, uji reliabilitas dapat dilakukan pada pertanyaan yang telah lulus uji validitas.
	Persyaratan yang umum digunakan dalam mengevaluasi keandalan komponen adalah reliabilitas harus > 0,60. Pada uji reliabilitas dengan data kuesioner digunakan teknik Cronbach’s Alpha. Jika variabel memiliki Cronbach's Alpha > 0,60, maka dianggap reliabel atau memenuhi Cronbach's Alpha (Dewi & Sudaryanto, 2020). Berikut hasil uji reliabilitas :
Tabel 3.2 Uji Reliabilitas
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Jumlah Indikator
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,627
	4
	reliabel

	Pengetahuan Perpajakan (X1)
	0,803
	4
	reliabel

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,646
	4
	reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	0,624
	4
	reliabel


Sumber : Output data SPSS 25.0, 2024
	Dari hasil olah data yang terdapat pada tabel 3.2, menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi kriteria reliabel, yaitu nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Dengan demikian, instrumen pernyatan tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik
	Uji asumsi klasik dipakai untuk memastikan bahwa variabel prediktor dapat memprediksi perubahan pada variabel prediktor lainnya dan bahwa data harus terdistribusi secara teratur (R. Hidayat & Wati, 2022). Model regresi masih bias apabila data masih mengandung asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas
	Sebuah pengujian untuk menentukan apakah variabel independen dan dependen mengikuti distribusi normal atau tidak adalah tujuan dari uji normalitas (Sahir, 2022). Uji data dalam penelitian ini memakai uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji normalitas yang menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov, maka hasil akan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 atau 5% dan jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 atau 5% maka data dianggap tidak berdistribusi normal (S. Siti, 2018).
b. Uji Multikolinieritas
	Untuk memastikan apakah model regresi menemukan adanya hubungan atau korelasi antara variabel bebas (Independent), maka digunakan uji multikolinearitas. Dalam model regresi yang baik, variabel independen seharusnya tidak saling berkorelasi. Dan untuk mengindikasi ada atau tidak multikolinieritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF).
	Model regresi yang terbebas dari multikolinearitas adalah ketika nilai (VIF) lebih kecil dari 10 (VIF < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (tolerance > 0,1) (Sahir, 2022).
c. [bookmark: _Hlk164986705]Uji Heteroskedastisitas
		Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu menentukan apakah residual dari pengamatan satu dengan pengamatan lain, terdapat ketidaksamaan varians (Sahir, 2022). Model regresi yang cocok adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data cross section mencerminkan ukuran yang bervariasi (kecil, sedang, dan besar) (S. Siti, 2018).
		Metode yang digunakan adalah Uji Glejser. Adapun kriterianya yaitu apabila nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut tidak ada heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas (Sahir, 2022).
3.7.3 Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda
	Analisis statistik yang dipakai pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Untuk memodelkan dan menguji dampak hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, maka teknik statistik yang dipakai yaitu model regresi linier berganda (Basuki, 2015) . Dalam regresi linear berganda pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Samarinda merupakan variabel dependen (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari : pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3).
Berikut persamaan model regresi penelitian (Basuki, 2015) :
Y = + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e
Keterangan :
Y	= Kepatuhan WP
α		= Konstanta 
B1	= Koefisien regresi X1 
B2	= Koefisien regresi X2 
B3	= Koefisien regresi X3 
X1	= Pengetahuan WP
X2	= Sanksi Perpajakan
X3	= Kesadaran WP
e		= Residual/Error
b. Uji Statistik T (Uji t) 
[bookmark: _Hlk190304648]	Menurut Sahir, (2022) Uji t merupakan pengujian secara parsial kepada koefisien regresi, untuk menentukan signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi uji t adalah 10% (0,10) dengan kriteria apabila sig < 0,10 maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya jika sig > 0,10, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Selain itu, kriteria lain yang digunakan dalam membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah nilai uji t tersebut bernilai positif.
c. Analisis Koefisien Determinasi (R2)
	Koefisien ini adalah statistik yang menjelaskan seberapa besar proporsi varians pada satu variabel dapat dijelaskan oleh varians variabel lain (Malay, 2022). Jika nilai koefisien determinasi (R2 ) dalam model regresi tetap kecil atau mendekati nol (0), maka keadaan ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen kurang berpengaruh kepada variabel dependen, sedangkan nilai koefisien determinasi (R2 ) yang semakin mendekati 100% mengindikasikan bahwa semua variabel independen semakin berpengaruh kepada variabel dependen (Sahir, 2022). 









BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
	Penelitian memakai kuesioner yang disebarkan kepada objek penelitian yaitu Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Samarinda. Adapun penyebaran kuesioner penelitian menggunakan link google form yang dilakukan secara langsung kepada responden (dengan scan barcode link goole form atau mengirim link melalui WhatsApp) maupun melalui perantara, seperti Ketua RT yang mendistribusikan link google form tersebut ke media komunikasi antarwarga yaitu Grup WhatsApp. Metode pada penyebaran kuesioner ini adalah Simple Random Sampling yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara acak ke suatu populasi sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Hasil distribusi kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 4.1 Keterangan dan Jumlah Kuesioner Penelitian Yang Tersebar
	Keterangan
	Jumlah ( Responden )

	Total kuesioner yang tersebar
	121 

	Kuesioner yang memenuhi syarat
	101

	Kuesioner yang tidak memenuhi syarat
	20

	Kuesioner yang diolah
	101


Sumber : Data Primer diolah, 2024
	Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kuesioner yang tersebar diisi oleh 121 responden. Kemudian, peneliti melakukan pemilahan terhadap hasil kuesioner, sehingga didapatkan kuesioner yang memenuhi syarat sejumlah 101 responden dan yang tidak memenuhi syarat adalah 20 responden. Adapun kuesioner yang tidak memenuhi syarat dikarenakan responden dalam hal status penguasaan bangunan atau tanah, merupakan sewa atau bukan milik sendiri. Kriteria tersebut telah tercantum dalam link kuesioner penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui bahwa pengisi kuesioner merupakan benar-benar wajib pajak yang menjadi sampel utama penelitian atau yang terdaftar di BAPENDA. 
4.2 Karakteristik Responden
	Pada Karakteristik Responden, peneliti memaparkan identitas responden dari 100 responden yang telah memenuhi syarat sebagai pengisi kuesioner. Adapun kriteria yang ditanyakan pada kuesioner adalah jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan. Jumlah berdasarkan karakteristik responden tersebut, ditampilkan pada tabel berikut :
	Tabel 4.2 Data Statistik Karakteristik Responden
	Kriteria
	Karakteristik
	Jumlah
	Persentase

	Jenis Kelamin
	Laki-laki
	67
	67%

	
	Perempuan
	34
	34%

	Umur
	20-24
	29
	29%

	
	25-35
	32
	32%

	
	36-45
	25
	25%

	
	>45
	15
	15%

	Pendidikan Terakhir
	SD-SMA
	27
	27%

	
	Diploma
	16
	16%

	
	S1
	52
	52%

	
	S2
	5
	5%

	
	S3
	0
	0%

	
	Lainnya
	1
	1%

	Jenis Pekerjaan
	PNS
	11
	11%

	
	Pegawai Swasta
	43
	43%

	
	Pedagang
	5
	5%

	
	Wirausaha
	23
	23%

	
	Lainnya
	19
	19%


Sumber : Data Primer, 2024
	Pada tabel 4.2, diperoleh data informasi yang menggambarkan 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini. Pada tabel tersebut menunjukkan sebagian besar pengisi kuesioner memiliki jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 67 responden (67%) sedangkan perempuan berjumlah 34 responden (34%). Lalu, umur dari responden yang mengisi kuesioner didominasi dari range umur 25-35 tahun sebesar 32 responden (32%), dan yang terendah berada pada umur >45 tahun sebesar 15 responden (15%). Selanjutnya, untuk kriteria pendidikan terakhir, responden penelitian ini didominasi oleh lulus S1 (Sarjana) dengan jumlah 52 responden (52%). Adapun untuk jenis pekerjaan, responden terbanyak merupakan pegawai swasta dengan jumlah 43 responden (43%), kemudian wirausaha sebesar 23 responden, lainnya sebesar 19 responden (19%), PNS sebesar 11 responden (11%), dan pedagang sebesar 5 responden (5%).
4.3 Hasil Analisis Data
4.3.1 Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
	Pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan uji satu arah pada n = 100 dan rumus df = n-2. Adapun df = 101-2 = 99 dan Sig = 5%, sehingga didapatkan r tabel sebesar 0,1646. Apabila r hitung > r tabel maka instrumen dikatakan valid. Berikut pada tabel hasil dari uji validitas responden utama :
Tabel 4.3.1 Hasil Uji Validitas
	Variabel
	Item 
	r hitung
	r tabel
	Keterangan 

	Pengetahuan Perpajakan
(X1)
	1
	0,734
	0,164
	Valid

	
	2
	0,724
	0,164
	Valid

	
	3
	0,781
	0,164
	Valid

	
	4
	0,833
	0,164
	Valid

	Sanksi Perpajakan
(X2)
	1
	0,826
	0,164
	Valid

	
	2
	0,867
	0,164
	Valid

	
	3
	0,812
	0,164
	Valid

	
	4
	0,742
	0,164
	Valid


Disambung di halaman selanjutnya

Tabel 4.3.1 Lanjutan
	Kesadaran Wajib Pajak
(X3)
	1
	0,816
	0,164
	Valid

	
	2
	0,702
	0,164
	Valid

	
	3
	0,793
	0,164
	Valid

	
	4
	0,842
	0,164
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	1
	0,741
	0,164
	Valid

	
	2
	0,822
	0,164
	Valid

	
	3
	0,774
	0,164
	Valid

	
	4
	0,826
	0,164
	Valid


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Dari tabel uji validitas tersebut, diperoleh hasil bahwa seluruh instrumen pertanyaan yang terkandung pada masing-masing variabel adalah valid. Adapun hal tersebut, dapat dilihat pada kriteria yang telah terpenuhi, yaitu rhitung > rtabel, sehingga setiap item pernyataan pada variabel adalah valid.
b. Uji Reliabilitas
	Pada uji reliabilitas ini, pengujian dilakukan dengan teknik Cronbach’s Alpha. Adapun kriteria dikatakan reliabel, saat Cronbach’s Alpha > 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas pada responden utama sebagai berikut :
Tabel 4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Jumlah Indikator
	Keterangan

	Pengetahuan Perpajakan (X1)
	0,768
	4
	reliabel

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,825
	4
	reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	0,798
	4
	reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,798
	4
	reliabel


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh hasil bahwa setiap pernyataan pada masing-masing variabel adalah reliabel, yaitu dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Pada uji normalitas, data yang diperoleh akan diperiksa normalitasnya untuk melihat apakah variabel independen dan dependen terdistribusi secara normal. Pengujian ini memakai uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun data yang berdistribusi normal apabila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 (5%) sementara, jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 (5%) maka data tidak mengikuti distribusi normal. Berikut tabel hasil dari uji normalitas :
Tabel 4.3.3 Hasil Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	Unstandardized Residual

	N
	
	101

	Normal Parameters a,b
	Mean
	,0000000

	
	Std. Deviation
	1,67355494

	Most Extreme Differences
	Absolute
	,072

	
	Positive
	,062

	
	Negative
	-,072

	Test Statistic
	
	,072

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	,200c,d


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Berdasarkan uji normalitas pada tabel di atas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, maka didapatkan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 0,05 atau 0,200 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.
b. [bookmark: _Hlk187282967]Uji Multikolinearitas
	Uji multikolinearitas digunakan dalam mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan hubungan/korelasi antar variabel independen. Nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 lalu nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (tolerance > 0,1),  mengindikasikan model regresi bebas dari multikolinearitas. Berikut tabel 4.3.4 hasil dari uji multikolinearitas :
Tabel 4.3.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	

	

	
	Pengetahuan Perpajakan
	.584
	1.712

	
	Sanksi Perpajakan
	.537
	1.863

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.438
	2.281


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Tidak adanya korelasi yang di antara variabel independen, adalah kriteria model regresi yang baik. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen.
c. Uji Heteroskedastisitas
[bookmark: _Hlk187285440]	Uji Heteroskedastisitas dipakai dalam melihat apakah terdapat ketidakcocokan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah ketika terjadi homoskedastisitas dengan kriterianya yaitu nilai signifikan > 0,05. Berikut tabel 4.3.5 hasil uji heteroskedastisitas :
Tabel 4.3.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model
	Sig.

	1
	(Constant)
	.003

	
	Pengetahuan Perpajakan
	.447

	
	Sanksi Perpajakan
	.551

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.398


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Berdasarkan olah data di atas, terlihat seluruh nilai signifikan variabel independen, mempunyai nilai yang lebih dari 0,05 (Sig > 0,05). Adapun nilai signifikan masing-masing variabel yaitu pengetahuan perpajakan sebesar 0,447, sanksi perpajakan sebesar 0,551, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,398. Oleh karena itu, data penelitian tidak terjadi heteroskedasitas.
4.3.3 Hasil Uji Hipotesis
a. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Analisis regresi linear berganda merupakan pendekatan statistik yang meneliti bagaimana satu atau lebih faktor independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel bebas berupa pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3) dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Samarinda (Y). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.3.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients

	
	B
	Std. Error

	1
	(Constant)
	3.716
	1.211

	
	Pengetahuan Perpajakan
	.155
	.085

	
	Sanksi Perpajakan
	.240
	.076

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.398
	.102


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Berdasarkan hasil output  SPSS yang ditunjukkan pada tabel di atas, didapatkan nilai constant = 3,716, koefisien pengetahuan perpajakan (X1) = 0,155, sanksi perpajakan (X2) = 0,240, kesadaran wajib pajak (X3)  = 0,398. Adapun model regresi linear berganda di atas, dapat digambarkan melalui persamaan berikut :
Y = 3,716 + 0,155 X1 + 0,240 X2 + 0,398 X3 + e
Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan di atas :
a. Nilai (α) sebesar 3,716 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan.
b. [bookmark: _Hlk190304735][bookmark: _Hlk190304746]Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,155 atau 15,5%. Berdasarkan nilai tersebut, variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Situasi ini mengindikasikan jika variabel pengetahuan perpajakan naik 1 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 15,5%.
c. [bookmark: _Hlk190304760][bookmark: _Hlk190304772]Nilai koefisien sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,240 atau 24%. Berdasarkan nilai tersebut, variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif kepada kepatuhan wajib pajak. Situasi ini mengindikasikan jika variabel sanksi perpajakan naik sebesar 1 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 24%.
d. [bookmark: _Hlk190304792][bookmark: _Hlk190304821]Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,398 atau 39,8%. Berdasarkan nilai tersebut, variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Situasi ini mengindikasikan jika variabel kesadaran wajib pajak naik sejumlah 1 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 39,8%.
b. Hasil Uji Statistik T ( Uji t)
	Uji T dimaksudkan untuk melihat bagaimana variabel independen (X) mempengaruhi secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Dalam uji t ini, selain untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial, juga melalui uji t ini pula ingin mengetahui pengaruh yang dihasilkan sehingga dapat menguji hipotesis yang telah ditentukan. Jika nilai sig < 0,10 dan bernilai positif, maka hipotesis diterima. Berikut tabel hasil uji t :
Tabel 4.3.7 Hasil Uji Statistik T

	Coefficientsa

	Model
	Standardized Coefficients
	

	
	Beta
	t
	Sig.

	1
	(Constant)
	
	3.068
	.003

	
	Pengetahuan Perpajakan
	.162
	1.835
	.070

	
	Sanksi Perpajakan
	.292
	3.160
	.002

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	.398
	3.890
	000


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
Berikut ini adalah interpretasi dari temuan uji statistik t di atas:
a. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan pengetahuan perpajakan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Samarinda. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan 0.070 < 0,10 (Sig < 0,10) dan Beta Standar koefisiensi bernilai positif. Oleh karena itu hipotesis pertama (H1) dapat diterima.
b. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan sanksi perpajakan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Samarinda. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan 0.002 < 0,10 (Sig < 0,10) dan Beta Standar koefisiensi bernilai positif. Oleh karena itu hipotesis kedua (H2) dapat diterima.
c. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan kesadaran wajib pajak secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Samarinda. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan 0.000 < 0,10 (Sig < 0,10) dan Beta Standar koefisiensi bernilai positif. Oleh karena itu hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.
c. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi adalah uji yang dipakai dalam menjelaskan sejauh mana kemampuan suatu model regresi bisa mengungkapkan variasi pada variabel dependen (S. Siti, 2018). Artinya koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya nilai dependen yang mampu dijabarkan oleh variasi variabel independen, dan sisanya menjadi bagian variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian. Jika nilai koefisien determinasi (R2 ) pada model regresi memiliki nilai kecil atau mendekati nol (0), maka mengindikasikan semua variabel independen kurang berpengaruh kepada variabel dependen, sedangkan nilai koefisien determinasi (R2 ) yang semakin mendekati 100% mengindikasikan bahwa semua variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis koefisien determinasi (R2)  :
Tabel 4.3.8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi
	Model Summary

	[bookmark: _Hlk187368768]Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square

	1
	,746a
	,556
	,542

	


Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025
	Dari hasil pengujian pada tabel 4.3.8, maka didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,542 atau 54,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa total variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Samarinda dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 54,2%. Sementara nilai yang tersisa sebesar 45,8% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
4.4 Pembahasan
4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda secara signifikan dan positif atau hipotesis pertama (H1) terbukti dan diterima. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan, dapat berdampak positif dan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak.
	Hasil ini sejalan dengan penelitian Ablessy (2020), Putra (2023) dan Wulandari & Wahyudi (2022) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya pengetahuan wajib pajak PBB-P2 menjadi hal yang penting untuk bisa memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang akan meningkatkan pula kemauan dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.
	Berdasarkan Theory of Planned Behavior apabila individu telah memenuhi kewajiban pajaknya (berperilaku atas faktor), hal itu mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman (faktor motivasi atau keyakinan) akan pentingnya membayar pajak atau Behavioral Beliefs. Dalam teori ini, dapat menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal saja tidak cukup untuk memotivasi individu. Perlu adanya niat yang timbul yaitu kesan yang dihasilkan dalam pikiran individu terhadap hal yang mempengaruhi keyakinannya.  Adapun motivasi atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dapat berupa pengetahuan tentang tujuan dari membayar pajak yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
	Pada teori atribusi juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat timbul dari pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Adapun pengetahuan merupakan pengaruh internal yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Artinya dengan semakin banyak pengetahuan seseorang tentang perpajakan, maka semakin mungkin wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam patuh membayar pajak.
[bookmark: _Hlk191597501]	Adapun implikasi praktis dari penelitian adalah bahwa pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkan pemahaman atau pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta manfaat dari bayar pajak, jika ingin kepatuhan para wajib pajak PBB-P2 di Kota Samarinda ditingkatkan. Ada beberapa hal bisa diterapkan dengan praktis, yaitu dengan meningkatkan intesitas sosialisasi perpajakan secara berkala, memperluas cakupannya, serta menyesuaikan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat banyak ketika melakukan edukasi. Hal ini menjadi upaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perpajakan, mengingat pembayar pajak berasal dari banyak kalangan. Sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut, wajib pajak dapat mengetahui lebih banyak tentang pajak PBB-P2, baik dari segi peraturan maupun manfaat penerimaan pajak bagi suatu pembangunan daerah.
4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Mengacu pada hasil analisis penelitian, maka diperoleh kesimpulan yaitu sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda secara signifikan dan positif atau hipotesis pertama (H2) terbukti dan diterima. Hasil penelitian mempertegas bahwa, dengan semakin baik sanksi perpajakan dipahami oleh wajib pajak, maka berpotensi mempengaruhi pula tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak PBB-P2. Apabila wajib pajak menganggap sanksi sebagai ancaman, maka mereka cenderung akan patuh dalam membayar PBB-P2 dengan tepat waktu.
	Hasil ini sejalan dengan penelitian Nafiah & Warno (2018), Ablessy (2020) dan Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi (2021) dan  yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi dibuat oleh pemerintah, agar seseorang dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Artinya, wajib pajak yang memiliki kesadaran akan konsekuensi (sanksi) jika tidak mematuhi aturan cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi, membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali jika tidak membayar pajak, karena apabila tunggakan yang dimiliki semakin banyak, akan memperberat wajib pajak dalam melunasinya. 
	Menurut Theory of Planned Behavior, perilaku individu dipengaruhi oleh keinginan dan pertimbangan individu itu sendiri tentang hal yang mendorong atau membatasi perilaku individu atau Control Beliefs. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, sanksi merupakan faktor yang memberikan pertimbangan kepada wajib pajak untuk memperbaiki tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak karena adanya konsekuensi yang akan diterima jika tidak patuh.
	Pada teori atribusi, sanksi menjadi bagian dari faktor luar (eksternal) yang bisa mempengaruhi individu dan berperan sebagai penghalang, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan. Diasumsikan bahwa jika wajib pajak memiliki kendali atas kepatuhan pajaknya sendiri, maka persepsi tentang sanksi akan meningkat.
	Hasil ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Tentunya pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan bahwa sanksi diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga memberikan efek jerah tanpa menciptakan resistensi di kalangan wajib pajak. Selain itu, penting pula menekan persepsi negatif masyarakat terkait pajak dan alasan dibalik sanksi, melalui kampanye tahunan menjelang jatuh tempo PBB-P2 yang mengangkat slogan-slogan edukatif dan inspiratif dengan melibatkan aparat negara seperti ketua RT maupun lurah.
4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda secara signifikan dan positif atau hipotesis pertama (H3) terbukti dan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran wajib pajak yang semakin baik dapat menggerakan wajib pajak untuk memenuhi tanggung pajaknya, sehingga memunculkan inisiatif untuk patuh pada pembayaran pajak bumi dan bangunan.
	Sejalan dengan hal itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh S. Siti (2018), Ablessy (2020) dan Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison silalahi (2021), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada kesiapan wajib pajak PBB-P2 untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya. 
	Menurut Theory of Planned Behavior, menerangkan bahwa wajib pajak menginginkan adanya konsekuensi timbal balik dari kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya dan adanya kepercayaan mengenai harapan yang dianggap normatif yang akan terpenuhi dari lingkungan sekitarnya atau orang lain yang memotivasi individu untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan (Normative Beliefs). Artinya adanya manfaat yang dirasakan wajib pajak, dapat mempengaruhi kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mereka tidak merasa percuma membayarkan pajaknya. Dengan kesadaran tersebut, wajib pajak berkeyakinan bahwa membayar pajak adalah sarana dalam mendukung pembangunan daerah yang dirancang oleh pemerintah. 
	Pada teori atribusi, kesadaran seorang wajib pajak diatribusikan menjadi faktor internal individu dan berperan sebagai pendukung untuk patuh membayar pajak. Jika seseorang mengatribusikan penyebab perilakunya kedalam faktor internal, maka seseorang tersebut akan cenderung berperilaku positif. Artinya ketika seseorang sadar akan pentingnya pajak, mereka akan cenderung merasa bahwa mereka mematuhi pajak bukan karena tekanan tetapi karena kesadaran pribadi.
	Penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB-P2 di Kota Samarinda. Implikasi praktis tersebut berupa pemerintah Kota Samarinda yang melibatkan peran aktif tokoh masyarakat seperti RT/RW dalam menjangkau wajib pajak yang masih belum terpapar informasi, mengingat peran RT/RW yang strategis dalam komunitas. Melalui peran aktif tersebut, para aparat RT/RW bisa mendatangi warga secara langsung atau membuka forum diskusi yang mengintegrasikan informasi perpajakan atau bahkan sekedar menampung keresahan masyarakat terkait PBB-P2. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih dekat dengan sumber informasi pajak tersebut, serta mendukung kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap segala kebijakan perpajakan.
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
	Merujuk pada pengujian dan  pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:
1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Samarinda.
5.2 Saran
	Mengacu pada kesimpulan dan hasil penelitian yang dipaparkan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan :
1. [bookmark: _Hlk191597801]Dari hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terkait informasi perpajakan, dengan cara penyuluhan pajak yang lebih intensif dan interaktif. Menyosialisasikan perpajakan langsung kepada masyarakat atau mengadakan seminar secara berkala, menjadi salah satu langkah yang tepat untuk menjelaskan perubahan peraturan perpajakan. Melalui cara ini, masyarakat dan pihak pajak bisa lebih interaktif dalam berkomunikasi dan informasi lebih mudah dijangkau masyarakat, seperti tanya jawab langsung.  
2. [bookmark: _Hlk191597822]Untuk penelitian yang lebih lanjut, peneliti dapat menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian, sehingga diharapkan dengan lebih banyaknya sampel dan lebih beragam dari berbagai daerah, hasil penelitian bisa mewakili populasi yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu.
3. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara yang mendalam kepada tokoh-tokoh ahli atau tokoh masyarakat setempat untuk memperkaya analisis dan pembahasan. Hal tersebut didasarkan pada penelitian ini yang hanya menggunakan data survei untuk menganalisis permasalah. Setiap responden mungkin memiliki pemahaman yang berbeda terhadap instrumen yang digunakan, meskipun telah diuji validitas dan reliabilitasnya, karena peneliti hanya mengkonfirmasi beberapa jawaban yang dapat dipahami oleh responden.
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LAMPIRAN















Lampiran 1
Dengan Hormat, 
Sehubungan dengan tugas akhir (skripsi) selaku mahasiswa program studi strata satu (S1) jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Yoas Kristianus Silaban
NIM : 2101036135
Fak/Jur : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Samarinda”. Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu/saudara/i/responden untuk menjadi responden pada penelitian ini. Semoga partisipasi bapak/ibu/saudara/i/responden dapat memberikan manfaat dalam pengolahan data penelitian ini. Atas kerjasamanya saya mengucapkan terimakasih.
Hormat Saya
Peneliti

Yoas Kristianus Silaban
2101036135
A. Identitas Responden
Nama	:> 45
36-45
25-35

Umur	: 	20-24 Perempuan
Laki-laki

Jenis Kelamin	:Lainnya, Sebutkan
Pegawai Swasta
PNS

Jenis Pekerjaan	:Wirausahaa
Pedagang

	 S3
S1
SD-SMA

Pendidikan Terakhir	:Diploma
S2
Lainnyas

Sewa
Milik Sendiri

Status Penguasaan Bangunan/Tanah : 
B. Petunjuk Pengisian
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.
2. Mohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya. 
Keterangan :
· Angka 1	= Sangat Tidak Setuju
· Angka 2	= Tidak Setuju
· Angka 3	= Netral
· Angka 4	= Setuju
· Angka 5	= Sangat Setuju

C. Kuesioner
1. Pengetahuan Perpajakan (X1)
	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya mengetahui PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, sawah, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya
	
	
	
	
	

	2
	Salah satu manfaat membayar PBB-P2 adalah membiayai pembangunan daerah seperti pembangunan saran umum bagi masyarakat
	
	
	
	
	

	3
	Saya mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2
	
	
	
	
	

	4
	Saya mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
	
	
	
	
	



2. Sanksi Perpajakan (X2)
	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Apabila telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka wajib pajak harus dikenakan sanksi
	
	
	
	
	

	2
	Sanksi atau denda Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara
	
	
	
	
	

	3
	Pengenaan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak PBB-P2 telah sesuai menurut peraturan yang berlaku 
	
	
	
	
	

	4
	Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi atau melakukan kesalahan atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
	
	
	
	
	



3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban yang harus saya taati sebagai warga negara
	
	
	
	
	

	2
	Dengan saya membayar PBB-P2, maka akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah
	
	
	
	
	

	3
	Saya memberikan informasi objek PBB-P2 yang sesuai dan benar seperti melaporkan perubahan tanah dan bangunannya
	
	
	
	
	

	4
	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak
	
	
	
	
	



4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	No
	Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2 untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik
	
	
	
	
	

	2
	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo
	
	
	
	
	

	3
	Saya bersedia memberi informasi tentang objek pajak PBB-P2 yang dimiliki kepada petugas pajak
	
	
	
	
	

	4
	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
	
	
	
	
	


Lampiran 2
Tabulasi Data Kuesioner (Pilot tes): Pengetahuan Perpajakan (X1)
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Score

	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	4
	5
	4
	5
	18

	2
	5
	5
	5
	5
	20

	3
	5
	5
	4
	5
	19

	4
	4
	4
	5
	5
	18

	5
	4
	5
	3
	3
	15

	6
	5
	4
	3
	5
	17

	7
	5
	3
	3
	3
	14

	8
	5
	5
	5
	5
	20

	9
	5
	5
	3
	3
	16

	10
	5
	5
	5
	5
	20

	11
	4
	3
	2
	3
	12

	12
	3
	3
	3
	3
	12

	13
	5
	5
	5
	5
	20

	14
	4
	5
	4
	5
	18

	15
	4
	4
	4
	4
	16

	16
	4
	4
	4
	4
	16

	17
	4
	4
	3
	4
	15

	18
	5
	5
	5
	5
	20

	19
	5
	5
	5
	5
	20

	20
	3
	3
	3
	3
	12

	21
	4
	5
	5
	4
	18

	22
	5
	5
	3
	4
	17

	23
	5
	5
	3
	4
	17

	24
	4
	4
	5
	5
	18

	25
	5
	5
	4
	4
	18

	26
	5
	5
	5
	5
	20

	27
	5
	5
	4
	4
	18

	28
	4
	4
	2
	2
	12

	29
	5
	5
	4
	5
	19

	30
	4
	4
	4
	4
	16

	31
	4
	4
	5
	5
	18

	32
	4
	3
	2
	3
	12

	33
	4
	4
	3
	3
	14

	34
	5
	5
	5
	5
	20

	35
	5
	5
	2
	2
	14

	36
	5
	5
	4
	4
	18

	37
	4
	4
	4
	4
	16

	38
	5
	5
	4
	5
	19

	39
	4
	4
	4
	4
	16

	40
	4
	4
	4
	4
	16



Lampiran 3
Tabulasi Data Kuesioner (Pilot tes):: Sanksi Perpajakan (X2)
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Score

	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	4
	5
	4
	4
	17

	2
	5
	5
	5
	5
	20

	3
	5
	5
	2
	3
	15

	4
	4
	5
	4
	5
	18

	5
	5
	5
	3
	4
	17

	6
	5
	5
	5
	4
	19

	7
	5
	5
	4
	5
	19

	8
	4
	4
	4
	4
	16

	9
	5
	5
	5
	5
	20

	10
	5
	5
	5
	5
	20

	11
	4
	4
	4
	4
	16

	12
	3
	3
	3
	3
	12

	13
	5
	5
	5
	5
	20

	14
	4
	5
	5
	5
	19

	15
	5
	5
	3
	4
	17

	16
	4
	4
	4
	4
	16

	17
	4
	3
	5
	5
	17

	18
	5
	5
	4
	3
	17

	19
	5
	5
	5
	5
	20

	20
	3
	3
	3
	3
	12

	21
	5
	4
	4
	5
	18

	22
	5
	5
	3
	4
	17

	23
	5
	5
	4
	5
	19

	24
	5
	5
	4
	4
	18

	25
	4
	5
	5
	5
	19

	26
	5
	5
	4
	3
	17

	27
	5
	4
	3
	5
	17

	28
	4
	5
	4
	3
	16

	29
	5
	5
	4
	4
	18

	30
	4
	4
	4
	4
	16

	31
	5
	5
	4
	3
	17

	32
	5
	5
	4
	5
	19

	33
	4
	4
	4
	4
	16

	34
	4
	4
	4
	4
	16

	35
	5
	5
	3
	2
	15

	36
	4
	5
	2
	5
	16

	37
	4
	4
	4
	4
	16

	38
	5
	5
	5
	5
	20

	39
	4
	4
	3
	3
	14

	40
	4
	3
	3
	4
	14



Lampiran 4
Tabulasi Data Kuesioner (Pilot tes):: Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Score

	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	5
	4
	3
	3
	15

	2
	4
	4
	4
	4
	16

	3
	5
	5
	5
	4
	19

	4
	5
	2
	5
	4
	16

	5
	5
	5
	4
	4
	18

	6
	5
	3
	4
	5
	17

	7
	3
	3
	5
	5
	16

	8
	5
	5
	5
	5
	20

	9
	5
	5
	5
	5
	20

	10
	5
	5
	1
	3
	14

	11
	5
	4
	4
	1
	14

	12
	3
	3
	3
	3
	12

	13
	5
	5
	5
	4
	19

	14
	4
	4
	5
	5
	18

	15
	4
	4
	4
	3
	15

	16
	4
	4
	4
	4
	16

	17
	4
	5
	4
	4
	17

	18
	5
	5
	5
	4
	19

	19
	5
	5
	5
	5
	20

	20
	3
	3
	3
	3
	12

	21
	5
	5
	5
	5
	20

	22
	4
	5
	4
	3
	16

	23
	5
	4
	5
	5
	19

	24
	4
	5
	5
	4
	18

	25
	5
	4
	5
	4
	18

	26
	5
	5
	5
	5
	20

	27
	5
	5
	5
	5
	20

	28
	4
	4
	4
	4
	16

	29
	5
	5
	4
	5
	19

	30
	4
	4
	4
	4
	16

	31
	5
	4
	3
	1
	13

	32
	5
	3
	3
	4
	15

	33
	4
	4
	4
	4
	16

	34
	5
	5
	5
	4
	19

	35
	4
	4
	4
	4
	16

	36
	5
	4
	4
	5
	18

	37
	4
	4
	4
	4
	16

	38
	5
	5
	5
	5
	20

	39
	5
	4
	4
	3
	16

	40
	4
	4
	4
	4
	16



Lampiran 5
Tabulasi Data Kuesioner (Pilot tes):: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Score

	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	4
	4
	5
	3
	16

	2
	4
	4
	4
	4
	16

	3
	5
	5
	5
	4
	19

	4
	4
	4
	4
	5
	17

	5
	5
	5
	5
	3
	18

	6
	3
	5
	5
	5
	18

	7
	5
	4
	3
	5
	17

	8
	5
	5
	5
	5
	20

	9
	5
	5
	5
	5
	20

	10
	5
	2
	2
	5
	14

	11
	4
	4
	3
	2
	13

	12
	3
	3
	3
	3
	12

	13
	3
	3
	5
	3
	14

	14
	5
	5
	4
	5
	19

	15
	4
	4
	4
	3
	15

	16
	4
	4
	4
	4
	16

	17
	3
	4
	4
	4
	15

	18
	5
	5
	4
	5
	19

	19
	5
	5
	5
	5
	20

	20
	3
	3
	3
	3
	12

	21
	4
	4
	4
	4
	16

	22
	3
	4
	4
	4
	15

	23
	5
	4
	5
	2
	16

	24
	4
	5
	5
	5
	19

	25
	4
	4
	4
	4
	16

	26
	5
	5
	5
	5
	20

	27
	4
	4
	4
	5
	17

	28
	4
	4
	4
	4
	16

	29
	5
	5
	5
	4
	19

	30
	4
	4
	4
	4
	16

	31
	4
	4
	5
	4
	17

	32
	4
	4
	5
	2
	15

	33
	4
	4
	4
	4
	16

	34
	5
	4
	4
	4
	17

	35
	5
	4
	4
	4
	17

	36
	4
	5
	5
	5
	19

	37
	4
	3
	4
	4
	15

	38
	5
	4
	5
	5
	19

	39
	5
	5
	5
	3
	18

	40
	4
	4
	4
	4
	16



	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	TOTAL

	  X1.1
	Pearson
Correlation
	1
	.685**
	.251
	.365*
	.645**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.118
	.020
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X1.2
	Pearson
Correlation
	.685**
	1
	.463**
	.469**
	.776**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.003
	.002
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X1.3
	Pearson
Correlation
	.251
	.463**
	1
	.830**
	.858**

	
	Sig. (2-tailed)
	.118
	.003
	
	.000
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X1.4
	Pearson
Correlation
	.365*
	.469**
	.830**
	1
	.882**

	
	Sig. (2-tailed)
	.020
	.002
	.000
	
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	TOTAL
	Pearson 
Correlation
	.645**
	.776**
	.858**
	.882**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


Lampiran 6 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan ( X1) (Pilot tes):









Lampiran 7 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan ( X2) (Pilot tes):
	Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	TOTAL

	X2.1
	Pearson 
Correlation
	1
	.695**
	.181
	.205
	.673**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.264
	.204
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X2.2
	Pearson
 Correlation
	.695**
	1
	.212
	.168
	.683**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.188
	.300
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X2.3
	Pearson 
Correlation
	.181
	.212
	1
	.499**
	.725**

	
	Sig. (2-tailed)
	.264
	.188
	
	.001
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X2.4
	Pearson 
Correlation
	.205
	.168
	.499**
	1
	.719**

	
	Sig. (2-tailed)
	.204
	.300
	.001
	
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	TOTAL
	Pearson 
Correlation
	.673**
	.683**
	.725**
	.719**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).











Lampiran 8 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( X3) (Pilot tes):
	Correlations

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	TOTAL

	X3.1
	Pearson 
Correlation
	1
	.400*
	.199
	.122
	.548**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.011
	.219
	.454
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X3.2
	Pearson 
Correlation
	.400*
	1
	.259
	.201
	.642**

	
	Sig. (2-tailed)
	.011
	
	.107
	.214
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X3.3
	Pearson 
Correlation
	.199
	.259
	1
	.573**
	.775**

	
	Sig. (2-tailed)
	.219
	.107
	
	.000
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	X3.4
	Pearson 
Correlation
	.122
	.201
	.573**
	1
	.757**

	
	Sig. (2-tailed)
	.454
	.214
	.000
	
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	TOTAL
	Pearson 
Correlation
	.548**
	.642**
	.775**
	.757**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).










Lampiran 9 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Pilot tes):
	Correlations

	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	TOTAL

	Y1
	Pearson 
Correlation
	1
	.420**
	.205
	.266
	.658**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.007
	.204
	.097
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	Y2
	Pearson 
Correlation
	.420**
	1
	.675**
	.306
	.842**

	
	Sig. (2-tailed)
	.007
	
	.000
	.054
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	Y3
	Pearson
Correlation
	.205
	.675**
	1
	.027
	.656**

	
	Sig. (2-tailed)
	.204
	.000
	
	.869
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	Y4
	Pearson 
Correlation
	.266
	.306
	.027
	1
	.630**

	
	Sig. (2-tailed)
	.097
	.054
	.869
	
	.000

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	TOTAL
	Pearson 
Correlation
	.658**
	.842**
	.656**
	.630**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	40
	40
	40
	40
	40

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).











Lampiran 10 Uji Reliabilitas (Pilot tes):
Pengetahuan Perpajakan (X1)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.803
	4



Sanksi Perpajakan (X2)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.646
	4



Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.624
	4



Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.627
	4





Lampiran 11
Tabulasi Data Kuesioner Diolah: Pengetahuan Perpajakan (X1) :
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Total

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	

	1. 
	4
	5
	4
	4
	17

	2. 
	5
	5
	3
	5
	18

	3. 
	4
	4
	3
	5
	16

	4. 
	4
	4
	3
	2
	13

	5. 
	4
	3
	5
	3
	15

	6. 
	5
	5
	4
	4
	18

	7. 
	4
	4
	4
	4
	16

	8. 
	3
	3
	3
	3
	12

	9. 
	5
	4
	5
	5
	19

	10. 
	3
	5
	3
	5
	16

	11. 
	4
	5
	4
	4
	17

	12. 
	4
	4
	4
	4
	16

	13. 
	3
	5
	3
	2
	13

	14. 
	4
	4
	4
	4
	16

	15. 
	4
	4
	1
	1
	10

	16. 
	4
	5
	3
	3
	15

	17. 
	4
	4
	2
	2
	12

	18. 
	5
	5
	4
	5
	19

	19. 
	4
	4
	4
	4
	16

	20. 
	4
	4
	4
	4
	16

	21. 
	5
	4
	4
	4
	17

	22. 
	4
	5
	4
	4
	17

	23. 
	4
	5
	4
	4
	17

	24. 
	4
	3
	3
	4
	14

	25. 
	4
	4
	4
	4
	16

	26. 
	3
	4
	4
	4
	15

	27. 
	4
	4
	3
	4
	15

	28. 
	4
	4
	4
	4
	16

	29. 
	4
	5
	4
	4
	17

	30. 
	4
	4
	3
	4
	15

	31. 
	5
	5
	5
	5
	20

	32. 
	4
	4
	3
	3
	14

	33. 
	4
	4
	4
	4
	16

	34. 
	4
	4
	4
	4
	16

	35. 
	5
	5
	4
	4
	18

	36. 
	4
	4
	4
	4
	16

	37. 
	4
	5
	4
	4
	17

	38. 
	5
	5
	3
	5
	18

	39. 
	4
	4
	3
	5
	16

	40. 
	4
	4
	3
	2
	13

	41. 
	4
	3
	5
	3
	15

	42. 
	5
	5
	4
	4
	18

	43. 
	4
	4
	4
	4
	16

	44. 
	3
	3
	3
	3
	12

	45. 
	5
	4
	5
	5
	19

	46. 
	3
	5
	3
	5
	16

	47. 
	4
	5
	4
	4
	17

	48. 
	4
	4
	4
	4
	16

	49. 
	3
	5
	3
	2
	13

	50. 
	4
	4
	4
	4
	16

	51. 
	4
	4
	1
	1
	10

	52. 
	4
	5
	3
	3
	15

	53. 
	4
	4
	2
	2
	12

	54. 
	5
	5
	4
	5
	19

	55. 
	4
	4
	4
	4
	16

	56. 
	4
	4
	4
	4
	16

	57. 
	5
	4
	4
	4
	17

	58. 
	4
	5
	4
	4
	17

	59. 
	4
	5
	4
	4
	17

	60. 
	4
	3
	3
	4
	14

	61. 
	4
	4
	4
	4
	16

	62. 
	3
	4
	4
	4
	15

	63. 
	4
	4
	3
	4
	15

	64. 
	4
	4
	4
	4
	16

	65. 
	4
	5
	4
	4
	17

	66. 
	4
	4
	3
	4
	15

	67. 
	5
	5
	5
	5
	20

	68. 
	4
	4
	3
	3
	14

	69. 
	4
	4
	4
	4
	16

	70. 
	4
	4
	4
	4
	16

	71. 
	5
	5
	4
	4
	18

	72. 
	4
	4
	4
	4
	16

	73. 
	4
	5
	4
	4
	17

	74. 
	5
	5
	3
	5
	18

	75. 
	4
	4
	3
	5
	16

	76. 
	4
	4
	3
	2
	13

	77. 
	4
	3
	5
	3
	15

	78. 
	5
	5
	4
	4
	18

	79. 
	4
	4
	4
	4
	16

	80. 
	3
	3
	3
	3
	12

	81. 
	5
	4
	5
	5
	19

	82. 
	3
	5
	3
	5
	16

	83. 
	4
	5
	4
	4
	17

	84. 
	4
	4
	4
	4
	16

	85. 
	3
	5
	3
	2
	13

	86. 
	4
	4
	4
	4
	16

	87. 
	4
	4
	1
	1
	10

	88. 
	4
	5
	3
	3
	15

	89. 
	4
	4
	2
	2
	12

	90. 
	5
	5
	4
	5
	19

	91. 
	4
	4
	4
	4
	16

	92. 
	4
	4
	4
	4
	16

	93. 
	5
	4
	4
	4
	17

	94. 
	4
	5
	4
	4
	17

	95. 
	4
	5
	4
	4
	17

	96. 
	4
	3
	3
	4
	14

	97. 
	4
	4
	4
	4
	16

	98. 
	3
	4
	4
	4
	15

	99. 
	4
	4
	3
	4
	15

	100. 
	4
	4
	4
	4
	16

	101. 
	3
	4
	2
	4
	13





Lampiran 12
Tabulasi Data Kuesioner Diolah: Sanksi Perpajakan (X2) :
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Total

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	

	1. 
	4
	5
	4
	5
	18

	2. 
	4
	5
	2
	4
	15

	3. 
	1
	1
	1
	5
	8

	4. 
	4
	4
	4
	4
	16

	5. 
	4
	4
	2
	4
	14

	6. 
	1
	3
	2
	4
	10

	7. 
	3
	4
	3
	4
	14

	8. 
	4
	4
	4
	4
	16

	9. 
	4
	4
	4
	4
	16

	10. 
	3
	4
	2
	4
	13

	11. 
	5
	5
	4
	5
	19

	12. 
	5
	5
	4
	5
	19

	13. 
	5
	5
	4
	5
	19

	14. 
	4
	4
	3
	4
	15

	15. 
	3
	3
	3
	3
	12

	16. 
	3
	4
	3
	4
	14

	17. 
	4
	4
	4
	4
	16

	18. 
	5
	4
	3
	4
	16

	19. 
	5
	5
	5
	5
	20

	20. 
	3
	4
	4
	4
	15

	21. 
	5
	5
	5
	4
	19

	22. 
	4
	4
	4
	5
	17

	23. 
	5
	5
	5
	5
	20

	24. 
	4
	4
	3
	3
	14

	25. 
	5
	5
	5
	5
	20

	26. 
	3
	3
	2
	3
	11

	27. 
	5
	5
	5
	5
	20

	28. 
	5
	5
	5
	5
	20

	29. 
	3
	3
	3
	3
	12

	30. 
	5
	5
	5
	5
	20

	31. 
	5
	5
	5
	5
	20

	32. 
	5
	5
	4
	3
	17

	33. 
	4
	5
	4
	5
	18

	34. 
	3
	4
	3
	4
	14

	35. 
	1
	5
	5
	5
	16

	36. 
	2
	2
	3
	3
	10

	37. 
	4
	4
	2
	4
	14

	38. 
	5
	5
	3
	3
	16

	39. 
	3
	5
	3
	3
	14

	40. 
	5
	5
	4
	5
	19

	41. 
	4
	4
	4
	4
	16

	42. 
	5
	5
	4
	5
	19

	43. 
	4
	4
	5
	4
	17

	44. 
	4
	4
	4
	4
	16

	45. 
	4
	4
	4
	4
	16

	46. 
	4
	4
	4
	4
	16

	47. 
	4
	4
	3
	5
	16

	48. 
	2
	4
	2
	4
	12

	49. 
	1
	1
	1
	1
	4

	50. 
	3
	3
	5
	3
	14

	51. 
	5
	5
	4
	4
	18

	52. 
	5
	5
	4
	5
	19

	53. 
	4
	5
	5
	5
	19

	54. 
	3
	3
	4
	4
	14

	55. 
	1
	2
	2
	3
	8

	56. 
	5
	5
	5
	5
	20

	57. 
	5
	5
	4
	5
	19

	58. 
	2
	4
	4
	3
	13

	59. 
	5
	4
	2
	3
	14

	60. 
	4
	4
	4
	5
	17

	61. 
	4
	4
	4
	4
	16

	62. 
	5
	5
	5
	4
	19

	63. 
	4
	5
	5
	5
	19

	64. 
	3
	3
	4
	4
	14

	65. 
	3
	4
	3
	4
	14

	66. 
	5
	5
	4
	5
	19

	67. 
	4
	5
	3
	3
	15

	68. 
	5
	5
	4
	4
	18

	69. 
	4
	4
	3
	2
	13

	70. 
	4
	4
	4
	3
	15

	71. 
	4
	4
	4
	4
	16

	72. 
	3
	3
	3
	3
	12

	73. 
	5
	5
	4
	5
	19

	74. 
	4
	4
	3
	4
	15

	75. 
	4
	5
	4
	4
	17

	76. 
	3
	5
	3
	5
	16

	77. 
	5
	5
	4
	5
	19

	78. 
	4
	4
	4
	4
	16

	79. 
	2
	2
	2
	2
	8

	80. 
	3
	4
	2
	2
	11

	81. 
	4
	4
	2
	4
	14

	82. 
	3
	5
	4
	4
	16

	83. 
	4
	4
	4
	4
	16

	84. 
	3
	4
	4
	5
	16

	85. 
	4
	5
	5
	5
	19

	86. 
	4
	4
	3
	5
	16

	87. 
	4
	4
	3
	5
	16

	88. 
	4
	3
	4
	4
	15

	89. 
	4
	4
	3
	4
	15

	90. 
	5
	4
	4
	4
	17

	91. 
	5
	5
	5
	5
	20

	92. 
	3
	4
	4
	4
	15

	93. 
	4
	4
	4
	4
	16

	94. 
	5
	4
	3
	4
	16

	95. 
	5
	5
	5
	5
	20

	96. 
	2
	4
	4
	5
	15

	97. 
	4
	4
	4
	4
	16

	98. 
	5
	5
	4
	4
	18

	99. 
	3
	5
	3
	4
	15

	100. 
	4
	4
	4
	4
	16

	101. 
	3
	4
	4
	4
	15





Lampiran 13
Tabulasi Data Kuesioner Diolah: Kesadaran Wajib Pajak (X3) :
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Total

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	

	1. 
	5
	5
	5
	4
	19

	2. 
	4
	4
	5
	4
	17

	3. 
	1
	3
	3
	1
	8

	4. 
	4
	4
	4
	3
	15

	5. 
	4
	3
	4
	3
	14

	6. 
	4
	4
	4
	4
	16

	7. 
	4
	4
	4
	4
	16

	8. 
	5
	4
	4
	4
	17

	9. 
	5
	5
	5
	5
	20

	10. 
	3
	2
	3
	2
	10

	11. 
	5
	5
	5
	5
	20

	12. 
	5
	4
	4
	5
	18

	13. 
	5
	5
	5
	5
	20

	14. 
	4
	4
	4
	4
	16

	15. 
	3
	3
	3
	3
	12

	16. 
	4
	4
	4
	4
	16

	17. 
	5
	5
	5
	5
	20

	18. 
	5
	4
	5
	5
	19

	19. 
	5
	4
	5
	5
	19

	20. 
	4
	4
	4
	4
	16

	21. 
	5
	5
	4
	5
	19

	22. 
	4
	4
	4
	4
	16

	23. 
	5
	5
	5
	5
	20

	24. 
	4
	3
	3
	4
	14

	25. 
	4
	4
	4
	5
	17

	26. 
	4
	4
	4
	3
	15

	27. 
	5
	5
	5
	5
	20

	28. 
	5
	5
	5
	5
	20

	29. 
	3
	3
	3
	3
	12

	30. 
	5
	4
	5
	5
	19

	31. 
	5
	5
	5
	5
	20

	32. 
	4
	4
	5
	5
	18

	33. 
	4
	5
	4
	3
	16

	34. 
	4
	4
	4
	4
	16

	35. 
	5
	5
	5
	5
	20

	36. 
	4
	2
	4
	2
	12

	37. 
	4
	4
	4
	4
	16

	38. 
	4
	4
	3
	4
	15

	39. 
	5
	4
	3
	3
	15

	40. 
	5
	5
	4
	4
	18

	41. 
	4
	5
	4
	4
	17

	42. 
	5
	4
	4
	4
	17

	43. 
	4
	4
	5
	4
	17

	44. 
	4
	4
	4
	4
	16

	45. 
	5
	4
	4
	4
	17

	46. 
	3
	3
	3
	4
	13

	47. 
	5
	5
	5
	4
	19

	48. 
	4
	4
	3
	4
	15

	49. 
	3
	3
	3
	3
	12

	50. 
	5
	5
	4
	4
	18

	51. 
	5
	5
	4
	5
	19

	52. 
	5
	5
	5
	5
	20

	53. 
	5
	4
	4
	5
	18

	54. 
	4
	4
	3
	3
	14

	55. 
	4
	4
	4
	4
	16

	56. 
	5
	5
	5
	5
	20

	57. 
	4
	5
	4
	3
	16

	58. 
	4
	5
	3
	4
	16

	59. 
	5
	3
	4
	5
	17

	60. 
	5
	5
	5
	5
	20

	61. 
	5
	5
	3
	3
	16

	62. 
	5
	5
	5
	5
	20

	63. 
	5
	4
	3
	5
	17

	64. 
	4
	4
	3
	3
	14

	65. 
	4
	5
	4
	4
	17

	66. 
	5
	5
	5
	4
	19

	67. 
	3
	5
	5
	3
	16

	68. 
	5
	4
	3
	4
	16

	69. 
	1
	5
	1
	2
	9

	70. 
	4
	4
	4
	4
	16

	71. 
	4
	4
	4
	4
	16

	72. 
	3
	3
	3
	3
	12

	73. 
	5
	4
	5
	5
	19

	74. 
	5
	4
	4
	4
	17

	75. 
	4
	4
	5
	5
	18

	76. 
	5
	4
	3
	4
	16

	77. 
	5
	5
	4
	5
	19

	78. 
	4
	4
	4
	4
	16

	79. 
	4
	4
	4
	4
	16

	80. 
	4
	4
	4
	4
	16

	81. 
	4
	4
	4
	3
	15

	82. 
	5
	5
	5
	5
	20

	83. 
	4
	4
	4
	4
	16

	84. 
	5
	5
	3
	5
	18

	85. 
	5
	4
	4
	5
	18

	86. 
	5
	5
	5
	4
	19

	87. 
	5
	5
	5
	4
	19

	88. 
	4
	4
	4
	4
	16

	89. 
	4
	4
	3
	5
	16

	90. 
	4
	3
	3
	3
	13

	91. 
	4
	4
	4
	4
	16

	92. 
	5
	4
	4
	5
	18

	93. 
	4
	5
	4
	5
	18

	94. 
	5
	4
	4
	3
	16

	95. 
	5
	5
	5
	5
	20

	96. 
	5
	5
	3
	3
	16

	97. 
	5
	3
	3
	4
	15

	98. 
	4
	5
	4
	5
	18

	99. 
	5
	5
	3
	2
	15

	100. 
	4
	4
	4
	4
	16

	101. 
	4
	4
	4
	5
	17





Lampiran 14
Tabulasi Data Kuesioner Diolah: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) :
	no. resp.
	nomor butir pernyataan
	Total

	
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4
	

	1. 
	4
	4
	4
	4
	16

	2. 
	4
	5
	3
	2
	14

	3. 
	3
	2
	3
	5
	13

	4. 
	4
	4
	4
	4
	16

	5. 
	4
	4
	3
	3
	14

	6. 
	4
	3
	4
	4
	15

	7. 
	4
	4
	4
	4
	16

	8. 
	5
	5
	5
	5
	20

	9. 
	5
	5
	5
	5
	20

	10. 
	4
	2
	4
	2
	12

	11. 
	5
	5
	5
	5
	20

	12. 
	4
	5
	4
	5
	18

	13. 
	5
	5
	4
	4
	18

	14. 
	4
	4
	4
	4
	16

	15. 
	3
	3
	3
	3
	12

	16. 
	4
	4
	4
	4
	16

	17. 
	4
	4
	4
	4
	16

	18. 
	5
	3
	3
	5
	16

	19. 
	5
	5
	5
	5
	20

	20. 
	4
	3
	3
	3
	13

	21. 
	4
	4
	5
	5
	18

	22. 
	4
	3
	4
	4
	15

	23. 
	5
	5
	5
	5
	20

	24. 
	3
	4
	4
	3
	14

	25. 
	5
	5
	5
	5
	20

	26. 
	4
	4
	4
	4
	16

	27. 
	5
	5
	5
	5
	20

	28. 
	5
	4
	5
	5
	19

	29. 
	3
	4
	4
	5
	16

	30. 
	5
	5
	5
	5
	20

	31. 
	5
	5
	5
	5
	20

	32. 
	5
	5
	5
	5
	20

	33. 
	3
	5
	5
	4
	17

	34. 
	4
	4
	4
	4
	16

	35. 
	5
	5
	5
	5
	20

	36. 
	4
	4
	4
	4
	16

	37. 
	4
	4
	4
	4
	16

	38. 
	3
	4
	4
	4
	15

	39. 
	4
	4
	3
	3
	14

	40. 
	5
	4
	4
	5
	18

	41. 
	4
	5
	4
	4
	17

	42. 
	5
	4
	4
	5
	18

	43. 
	4
	5
	5
	5
	19

	44. 
	4
	4
	4
	4
	16

	45. 
	4
	4
	4
	4
	16

	46. 
	4
	3
	3
	3
	13

	47. 
	5
	5
	3
	4
	17

	48. 
	4
	4
	3
	4
	15

	49. 
	3
	3
	3
	1
	10

	50. 
	5
	4
	4
	1
	14

	51. 
	5
	5
	5
	5
	20

	52. 
	5
	5
	5
	5
	20

	53. 
	5
	5
	5
	5
	20

	54. 
	3
	3
	4
	3
	13

	55. 
	3
	4
	4
	4
	15

	56. 
	5
	5
	5
	5
	20

	57. 
	4
	4
	4
	4
	16

	58. 
	4
	4
	3
	5
	16

	59. 
	3
	3
	4
	3
	13

	60. 
	5
	3
	3
	3
	14

	61. 
	4
	4
	4
	5
	17

	62. 
	5
	5
	5
	5
	20

	63. 
	4
	4
	5
	4
	17

	64. 
	4
	3
	4
	3
	14

	65. 
	4
	5
	4
	4
	17

	66. 
	5
	5
	5
	5
	20

	67. 
	4
	3
	5
	5
	17

	68. 
	3
	4
	3
	4
	14

	69. 
	4
	3
	4
	4
	15

	70. 
	4
	3
	4
	3
	14

	71. 
	4
	4
	4
	4
	16

	72. 
	3
	3
	3
	3
	12

	73. 
	5
	5
	5
	5
	20

	74. 
	4
	4
	4
	5
	17

	75. 
	4
	4
	5
	5
	18

	76. 
	5
	3
	4
	4
	16

	77. 
	5
	5
	4
	5
	19

	78. 
	4
	4
	4
	4
	16

	79. 
	3
	4
	4
	4
	15

	80. 
	4
	4
	4
	3
	15

	81. 
	3
	4
	4
	4
	15

	82. 
	5
	5
	5
	5
	20

	83. 
	4
	4
	4
	4
	16

	84. 
	4
	4
	3
	5
	16

	85. 
	5
	5
	5
	5
	20

	86. 
	5
	5
	3
	4
	17

	87. 
	5
	5
	3
	4
	17

	88. 
	5
	5
	5
	5
	20

	89. 
	4
	4
	3
	5
	16

	90. 
	3
	2
	3
	2
	10

	91. 
	5
	5
	3
	4
	17

	92. 
	4
	4
	4
	4
	16

	93. 
	4
	5
	4
	5
	18

	94. 
	4
	3
	3
	2
	12

	95. 
	5
	5
	5
	5
	20

	96. 
	4
	4
	4
	4
	16

	97. 
	5
	5
	5
	5
	20

	98. 
	4
	4
	3
	5
	16

	99. 
	4
	5
	4
	4
	17

	100. 
	5
	3
	4
	4
	16

	101. 
	5
	5
	4
	4
	18



	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	Total

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	,577**
	,318**
	,457**
	,734**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,001
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X1.2
	Pearson Correlation
	,577**
	1
	,339**
	,392**
	,724**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,001
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X1.3
	Pearson Correlation
	,318**
	,339**
	1
	,652**
	,781**

	
	Sig. (2-tailed)
	,001
	,001
	
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X1.4
	Pearson Correlation
	,457**
	,392**
	,652**
	1
	,833**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Total
	Pearson Correlation
	,734**
	,724**
	,781**
	,833**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 15 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan ( X1) 




Lampiran 16 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan ( X2) 
	Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	Total

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	,697**
	,516**
	,409**
	,826**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X2.2
	Pearson Correlation
	,697**
	1
	,586**
	,550**
	,867**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X2.3
	Pearson Correlation
	,516**
	,586**
	1
	,526**
	,812**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X2.4
	Pearson Correlation
	,409**
	,550**
	,526**
	1
	,742**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Total
	Pearson Correlation
	,826**
	,867**
	,812**
	,742**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




Lampiran 17 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	Correlations

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	Total

	X3.1
	Pearson Correlation
	1
	,446**
	,510**
	,616**
	,816**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X3.2
	Pearson Correlation
	,446**
	1
	,416**
	,414**
	,702**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X3.3
	Pearson Correlation
	,510**
	,416**
	1
	,572**
	,793**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	X3.4
	Pearson Correlation
	,616**
	,414**
	,572**
	1
	,842**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Total
	Pearson Correlation
	,816**
	,702**
	,793**
	,842**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 18 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Correlations

	
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4
	Total

	Y1.1
	Pearson Correlation
	1
	,549**
	,427**
	,444**
	,741**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	,000
	,000
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Y1.2
	Pearson Correlation
	,549**
	1
	,510**
	,540**
	,822**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	
	,000
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Y1.3
	Pearson Correlation
	,427**
	,510**
	1
	,548**
	,774**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	
	,000
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Y1.4
	Pearson Correlation
	,444**
	,540**
	,548**
	1
	,826**

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	
	,000

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	Total
	Pearson Correlation
	,741**
	,822**
	,774**
	,826**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	,000
	,000
	,000
	,000
	

	
	N
	101
	101
	101
	101
	101

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 19 Uji Reliabilitas :
Pengetahuan Perpajakan (X1)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,768
	4



Sanksi Perpajakan (X2)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,825
	4



Kesadaran Wajib Pajak (X3)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,798
	4



Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,798
	4









Lampiran 20 Hasil Uji Asumsi Klasik :
· Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	101

	Normal Parametersa,b
	Mean
	,0000000

	
	Std. Deviation
	1,67355494

	Most Extreme Differences
	Absolute
	,072

	
	Positive
	,062

	
	Negative
	-,072

	Test Statistic
	,072

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	,200c,d

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. This is a lower bound of the true significance.



· Uji Multikolineritas
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	3,716
	1,211
	
	3,068
	,003
	
	

	
	Pengetahuan Perpajakan
	,155
	,085
	,162
	1,835
	,070
	,584
	1,712

	
	Sanksi Perpajakan
	,240
	,076
	,292
	3,160
	,002
	,537
	1,863

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	,398
	,102
	,398
	3,890
	,000
	,438
	2,281

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak






· Uji Heteroskedastisitas

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	2,388
	,792
	
	3,014
	,003

	
	Pengetahuan Perpajakan
	-,042
	,055
	-,100
	-,764
	,447

	
	Sanksi Perpajakan
	,030
	,050
	,082
	,598
	,551

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	-,057
	,067
	-,128
	-,849
	,398

	a. Dependent Variable: ABS_RES

























Lampiran 21 Hasil Uji Hipotesis :
· Analisis Regresi Linear Berganda

	[bookmark: _Hlk196860492]Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	3,716
	1,211
	
	3,068
	,003

	
	Pengetahuan Perpajakan
	,155
	,085
	,162
	1,835
	,070

	
	Sanksi Perpajakan
	,240
	,076
	,292
	3,160
	,002

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	,398
	,102
	,398
	3,890
	,000

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



· Uji T
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	3,716
	1,211
	
	3,068
	,003

	
	Pengetahuan Perpajakan
	,155
	,085
	,162
	1,835
	,070

	
	Sanksi Perpajakan
	,240
	,076
	,292
	3,160
	,002

	
	Kesadaran Wajib Pajak
	,398
	,102
	,398
	3,890
	,000

	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



· Koefisien Determinasi

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,746a
	,556
	,542
	1,69924

	a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

	b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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